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ABSTRAK

Konsep tentang arbitrase dipandang perlu untuk diterapkan dalam penyelesaian
sengketa perdata, termasuk dalam hokum keluarga Islam karena mempunyai nilai-nilai
kelebihan yang menguntungkan para pihak yang berselisin. Apalagi mengingat jumlah
penduduk musli di Indonesia yang mayoritas sehingga secara tidak langsung frekuensi
sengketa antar muslim pun cukup banyak dan ini membutuhkan penanganan serius serta
penyelesaian yang cepat dan sederhana.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, (library research), dan bersifat
preskriptif, dengan menggunakan pendekatan normative yuridis. Dalam menganalisa data
hasil penelitian menggunakan metode deskriptif analisis, sedang logika penalaran dalam
penganalisisan adalah metode deduktif dan induktif, dan campuran antarageneralis teoritik
dengan generalis empiris.

Hukum Islam dapat membenarkan konsep arbitrase yang tertuang dalam asas-asas
Hukum UU No.30 Tahun 1999. Hal ini disebabkan karena asas hukum tersebut dipandang
selaras dengan ajaran-ajaran yang terkandung dalan Hukum Islam, khususnya konsep yang
berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), walau
ada beberapa pembatasan dan perbedaan yang tidak terlalu substansial. Dari penilaian inilah
maka pada hakekatnya kedua konsep ini memiliki korelasi yang kuat yaitu korelasi sejajar
yang saling menguatkan dan melengkapi untuk selanjutnya dapat diterapkan secara bersama-
sama dalam pelbagai fenomena hukum menuju penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan
berdasarkan system hukum yang berlaku.

Key word: Hukum Islam, UU No0.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
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Perkembangan kehidupan manusia yang semakin mengglobal dan
semakin kompleknya problematika kemasyarakatan dewasa ini telah
dirasakan pengaruhnya bagi umat 1slam sebagai komunitas'yang mayoritas
di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, perlu kiranya segera
dicari solusi terbaik, tercepat dan termudah untuk menghadapi segala
taﬁtangan dan rintangan saat ini menuju kehidupan yang harmonis dan
sejahtera di masa mendatang. |
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Hukum Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan
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TRANSLITERASI

ARAB - INDONESIA

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998 Nomor 158/1987 dan

" Nomor 0543.b/U/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama huruf latin Keterangan
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2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

(p¥axda ditulis dengan muta ‘aqgidin
b ditulis dengan ‘iddah
3. Ta® Marbuttah di akhir kata
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45> ditulis dengan jizyah

b. bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

Adaas  ditulis dengan ni 'maruliih
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. Vokal Panjang
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apostrof.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menclapkan masvarakal sebagai medan perwujudan
nilai-nilai akhlak tertinggi dan menganggap gerak kemasvarakatan
sebagal pengejawantalian tata moral vang paoling tinggi. Sementara
itu, nilai-nilai etika masyarakatl sangat diperlukan bagi pembentukan
moralitas dalam pcrgéulan sosinl karena nilai-nilail elika menuntut
kehadiran orang  lain uniuk  berinteraksi  dengan mereka  dan
tfimbulnya respor erhadap tadakan moral vang dilakukannya. Tema-
lema kebajikan seperti cinta dan kasih savang, kebaikan, keadilan,
kedamaian dan pengorbanan hanva  dapat  diwgjudkan manusia
dalam pergaulan dengan manusin kin (Lablt minan-nas). -’\/

Tidak. dapar dipungkirt babhwa dalam kehidupan selanjuinya
marusa  mengalami o perkembangan 0 adakalanya manusia
berkerhbang secitra  harmonis  namun  lerkadang pula mengalami
perkembangan  vang  tidak harmows!.  Keharmonisan  dalam
kehidupan tentu sangat didambakan manusia untuk mencapai
tujuan hidup, vaitu kebahagiaan baik sccara  lahiriah  maupun

batimah.

"' Dalam hal perkembangan manusia yang tidak harmonis, Murtadha Muthahari
mengemukakan dua bentuk penyvelewengan sehingga terjadi ketiklakharmonisan itu, yaitu:
pertama, adanya sikap anti nilai vang mencoba melawan nilal seperti sikap zalim yang
melawan nilai adil, kebodnhan melawan kebijaksanaan. Kedua, tumbuhnva nilai tunggal
vang menghapus nilai  lainnva, bahkan nilm kemanusiaan  sekalipun, maka ia
telshmelakukan penvelewengan. Lihat Murtadha  Muthohari, Manusic  Sempurna:
Pandangan Islam teitang Hakekai Manusia, cet ke-2. (Jakarta : LENTERA, 1994), hlm. 13



Berbeda dengan adanya ketidakharmonisan dalam kehidupan
yang sangat tidak diinginkan manusia karena  dengan
ketidakharmonisan itu maka akan berdampak bukan hanya pada
dirinya sendiri tetapi juga dapat berdampak pada orang lain.
Percekcokan, perselisihan, persengketaan dan berbagai problem
kemasyarakatan akan mewarnai kehidupannya. Hal ini mungkin
disebabkan karena terjadircya pergesekan nilai-nilai dan kepentingan
masing-masing individu.

Salah satu lapangan hukum vyang sering mengalami
ketidakharmonisan dalam masyarakat adalah bidang hukum
kekeluargaan, atau yang sering dipahami orang sebagai hukum al-
chwal asy-syakhsiyyah?, karena lapangan inilah yang dirasa paling
dekat dengan kehidupan sehari-hari tiap manusia, baik di bidang
perkawinan, kewarisan maupun perwakafand. Pada bidang
perkawinan, penjelasan pasal 49 ayaf (2) UU No. 7 tahun 1989
menyebutkan ada 22 ruang lingkup bidang perkawinan yang
sekaligus mempunyai potensi sebagai sumber konflik, yang secara

ringkas berkaitan dengan anak dalam kandungan, kelahiran,

) R Mengenai terma ini, dapat dilacak pacda Abdul Wahab Khallaf, fimu Usul al-Figh,
cet ke-8, (Jakarta : Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990), hlm. 32-33. Dan Wahbah
az-Zuhaill, al-Figh al-Islami Wa Adillatuhy, (Beirt : Dar al-Fikri, 1984), Jilid I, him. 19-21

*} Dewasa ind, pengutiian hukum keluarga lebih luas daripada sekedar lapangan
munakahat, seperti yaur lazim disebut dalam kitab-kitab figih. Mengenai bidang
perkawinan, pranata ini sierupakan inti dari hukum keluarga. Pertalian kewarisan dengan
hukum keluarga adalah jelas karena pembapgian harta kewarisan sebagian besar
didasarkan atas pertalian darah, selain karena pertalian perkawinan. Sedangkan
mengenai wakaf, dikenal 2 macam wakaf :Ahli dan khairi Untuk wakaf ahli maka
dimasukkan ke dalam bidang hukum keluarga, bukan bidang ibadah. Intinya, seperti
vang diungkapkon Mahmud Syaltout, secara spesifik alahwal asy-syakhsiyyah
membahas tentang ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai ikatan kekeluargaan dari
awal terbentuknya sampai pada berbagai implikasinya. Lihat Ahmad Hanafi, Pengantar
dan Sejarah Hukum Islam, cet ke- 2, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997}, hal. 39.



pemeliharaan anak (hadanah), pcerkawinan {(akad nikah), hak dan
kewajiban suami-istri, harta perkawinan, perceraian, pemeliharaan
orang tua dan tentang kematian,

Pada bidarne kewarisan, disadart atau tidak bahwa ketentuan
kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI} berpedoman pada
garis-garis hukum fara’'id*; warna alam pikiran yang berasaskan qot’i
agak dominan dalam perumusannya, meskipun di sisi lain mendekati
kekeluargaan parental tetapi lebih mengarah pada sikap modifikasi
secara terbatas®. Tampaknya atas dasar hal itu, seperti yang
dituduhkan oleh para orientalis, banyak menimbulkan rasa
ketidakadilan dan pelbagai problema lainnya seperti penetapan
besarnya  bagian  masing-masing ahli waris, pelaksanaan
pembagiannya, penetapan keabsahan wasiat dan hibah.

Tidak ketinggalan pula dalam hukum perwakafan, yang
merupakan perbuatan hukum yang bermotivasi keagamaan, namun
dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya perselisihan®).
Perwakafan tanah merupakan Asalah satu masalah yang penting
dalam rangka hubungan antaré hukum Islam dengan hukum

nasional. Dikatakan penting oleh karena wakaf adalah suatu lembaga

* Fara'id merupakan istilah lain dari hulum kewarisan, bentuk jamak dari kata
faridah, artinya ketentuan. Hal ini karena dalam Islara bagian-bagian warisan yang
menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam al-Quran. linat Ahmad Rofig, Hukum Islam
di Indonesia, cet ke-3, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1998}, hlm. 356

 Cik Hasan Basri {ed.), Kompilasi Hukum f{slam dalam Sistem Hukum Nasional,
{Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999}, hlm. 66-67

. ® KN Sofyon Haswn, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Surabaya : al-Ikhlas,
1995), him. 100-103



keagamaan <i bidang keagrariaan yang dapat digunakan sebagai
sarana untuk mengembangkan kehidupan keagamaan?.

Melihat begitu banyaknya deskripsi permasalahan tersebut
maka hukum diciptakan untuk membatasi kepentingan-kepentingan
dan mengatur perhubungan antarmanusia serta untuk menjamin
ketertiban dalam masyarakat®. Dalam konteks hukum keluarga, baik
yang bersumber langsung dari nash al-Quran dan hadits maupun
perundang-undangan, Islam tclah memberikan rambu-rambu dan
koridor bagi subjek hukum dalam menyelesaikan permasalahannya,
demi terciptanya tujuan hukum, yaitu dengan menyediakan institusi-
institusi yang bertugas sebagai penegak hukum.

Dalam percaturan hukum di Indonesia, Undang-Undang Dasar
1945 telah memberikan porsi tentang hal tersebut. Pasal 24 UUD
juncto pasal 10 UU nomor 14 tahun 1970 secara jelas menegaskan
bahwa untuk menyeclesaikan problem kehidupan itu negara
menyediakan badan-badan peradilan, yaitu salah satunya adalah
melalui peradilan agama. Dengan adanya pranata tersebut
diharapkan r‘nampu menjalankan tugasnya membantu masyarakat
dalam menyelesaikan masalah-masalah keluarga.

Namun di sisi lzin bahwa saat ini masyarakat selalu khawatir

untuk berperkara dihadapan badan-badan peradilan (jalur litigasi)

. KN Sofyan Hasan, dkk, Dusardasar Memahami Hukum Islam di Indonesia,
(Surabaya : Usaha Nasional, 1994), hlm. 135

9 csT Kansil, Pengantar [Imu Jlukum dan Tata Hukum Indenesia, cet ke-8,
(Jakarta : Ba’ai Pustaka, 1989), hlm. 40-41



yang berlaku karena terlalu berbeslit-belit®, berbiaya mahal, tidak
responsif, keputusannya tidak menyelesaikan masalah dan
kemampuan hakim pun bersifat generalis'® dalam memutuskan
perkara antarmanusia ptus adanya suatu pemaksaan -- eksekusinya
- yang bersifat top-down tentang materi maupun sangsi hukumnya
sehingga dirasa ketidakadilan bagi salah satu pihak!h.

Oleh karena itu, perlu kiranya dicari alternatif penyelesaian
sengketa lainnya selain melalui badan peradilan yang dirasa tidak
dapat menampung cita-cita keadilan bagi kedua belah pihak yang
berselisih atau setidak-tidaknya dapat mengeliminir rasa kekecewaan
terhadap dunia peradilan. Orang Lkemudian mencari cara-cara
penyelesaian yang lebih sederhana, cepat, biaya ringan dan sesuai
dengan kehendak para pihak tanp;1 adanya intervensi dari

pemerintah tentang materi dan sangsinya sehingga benar-benar

i Sebagai pertimbangan bahwa setiduk-tidaknya ada 4 tahapan bila berperkara di
pengadilan. Pertama, tahapan pengadilan tingkal perlama : walau sekarang relatif cepat
karena oleh Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara dagang dan perdata
maksimal 6 bulan, tetapi penyelesaian dalam fahap ini terkesan lambat. Kedua, tahap
pengadilan tingkat banding : dalam praktek sering terjadi keterlambatan penyampaian
dari pengadilan dibawahnya, bahkan sambil menunggu putusan banding dan perkaranya
selesai untuk dikirim kembali ke pengadilan tingkat pertama oleh panitera, maka kepada
para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kasasi schingga penyelesaian sengketa
bisa lebih lama lagi. Ke.na, tahapan kasasi : sebelum berkas perkara diputus dan
diserahkan kembali ke pergadilan dibawahnya untuk dieksekusi, biasanya menunggu 3
tahun untuk dapat dipi;us kasasinya. Keempat, tahapan peninjauan kembali : kurang
lebih 8 tahun sebelum perkara itu tiba pada taraf dapat dilaksanakan oleh juru sita pada
pengadilan tingkat pertama. Lihat Faisal lrawan, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, Makalah disampaikar: pada Training Advokasi PSKH Fak. Syariah tanggal 25-26
November 2000, him. 4

' Joni Emerzon, Alternatif Peryelesaian Sengketa di Luar Pengadilan : Negosiast,
Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase, ‘Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), him. 16

) Sebab hagaimanapun adilnya suatu putusan pasti harus ada pihak yang
“dikalahken” dan “dimenangkan’. Tidak wungkin kedua sama-sama dimenangkan atau
dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan akan dirasa tidak
berbeda oleh pihak yang kalah dan demikian pula sebaliknya. Lihat M. Yahya Harahap,
Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama @ UU No. 7 tahun 1989, cet ke-3,
(Jakarta : Pustaka Kartini, 1997), him. 47



dirasakan “keadilan” bagi kedua belah pihak. Salah satu cara yang
mulai tersosialisasikan adalah dengan jalan arbitrase dan
penyelesaian di luar pengadilan yang dalam konstitusi di Indonesia
telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 30 tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa - untuk
selanjutnya ditulis “konsep arbitrase”--.

Konsep ini . dipandang perlu untuk diterapkan dalam
penyelesaian Isengketa perdata, termasuk dalam hukum keluarga
Islam karena mempunyai nilai-nilai kelebihan yang menguntungkan
para pihak yang berselisih, apalagi mengingat jumlah penduduk
muslim di Indonesia yang mayoritas sehingga secara tidak langsung
frekuensi sengketa antarmuslim pun cukup banyak dan ini
membutuhkan penanganan serius serta penyelesaian yang cepat dan
sederhana.

Melihat begitu urgennya pemanfaatan konsep arbitase yang
tertuang dalam UU tersebut maka sudah selayaknya perlu kajian
yang lebih mendalam tentang hal itu., Penelitian ini mencoba
menelagh dan mengkaji konsep arhitrase yang tertuang dalam UU No.
30 tahun 1999 dari sudut pandang hukum Islam. Pengkajian

dititikberatkan pada analisis asas-as:is’!f’ng terdapat dalam undang-

undang tersebut. Penelitian ini ‘p'enting dilaksanakan untuk
membangun sebuah kerangka dan landasan teoritis dalam
pelaksanaan hukum sehingga nantinya dapat dimanfaatkan

khususnya dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.



B. Pokok Masalah

Yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Apa asas-asas hukum yang terkandung dalam Undang-undang
Nomor 30 tahun 1999 ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap asas-asas hukum

UU No. 30 tahun 1999 dalam proses penyelesaian perkara ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

a. Mendeskripsikan dan menganalisis asas-asas hukum
arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang
terkandung dalam UU No. 30 tahun 1999,

b. Menganalisis dan menjelaskan pandangan hukum Islam
terhadap asas-asas hukuwn UU No. 30 tahun 1999 dalam
proses penyelesaian perkara.

2. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan iersebut diharapkan penelitian ini dapat berguna

sebagai informasi dan pengectahuan untuk membangun kerangka

dan landasan tcoritis bagi pelaksanaan hukum, khususnya
penyelesaian perkara hukum keluarga Islam. Selain itu,
perielitian ini jugu diharapkan dapat sebagai bahan dan studi

awal untuk dilakukan pen:litian selanjutnya.



'D. Telaah Pustaka

Permasalahan arbiirase dan alternatif penyelesaian sengketa
ini merupakan permasalahan yang kurang memperoleh perhatian
dunia akademik dan hukum. Ada beberapa sebab yang mendukung
pernyataan tersebut, antara lain : pertama, permasalahan konsep
arbitrase merupakan konsep baru yang muncul pada akhir dekade
tahun sembilanpuluhan sehingga terdengar asing dan aneh di
kalangan masyarakat, apalagi pengundang-undangan masalah ini
barﬁ dilakukan pada tahun 1999. Kedua, bahwa konsep arbitrase
kebanyakan dipakai oleh segolongan kecil masyarakat sehingga nilai
efektivitas berlakunya di masyarakat sangatlah minim. Ketiga,
khususnya di Indonesia dan lebih khusus lagi di kalangan mahasiswa
IAIN Sunan Kaljjaga, wacana arbitrase kurang banyak diminati
karena kalah pamornya dengan wacana polittkk yang sedang
menghangat, ditambah minimnya karya-karya yang membicarakan
permasalahan tersebut.

Berdasark2n pertimbangan-pertimbangan itu maka penyusun
tertarik untuk mengkonsentrasikan kajian pada konsep arbitrase dan
alternatif penyelesaian sengketa, khususnya yang terdapat dalam
Undang-undang Nomor 37 tahun 1999. Pengkajian ini tidak lain
untuk memperkaya khasanah wacana arbitrase dengan mencoba
menganalisis undang-undang tersebut menurut pandangan hukum
Islam.

Sebagai pertimbangan dalami pembahasan permasalahan

penelitian ini, penyusun menemukan beberapa buku yang sama-



sama mengkaji teriang konsep arbitrase, di antaranya : buku
“Arbitrase Komersial [nternasional” karangan Huala Adolf, yang lebih
banyak berbicara tentang konsep-konsep arbitrase internasional yang
berkaitan dengan permasalahan perdagangan; buku “Alternatif
Penyelesaian Sengketa di Luar Persidangan” karya M. Yahya Harahap,
berbicara tentang konsep arbitrase umum, namun sayangnya konsep
ini tidak berdasarkan kepada UU No. 30 tahun 1999 karena buku ini
terbit sebelum munculnya UU No. 30 tahun 1999; buku “Alternatif
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi,
Konsiliast dan Arbitrase)® karya Joni Emerzon yang berbicara secara
sistematis dan khusus tentang konsep-konsep arbitrase menurut UU
No. 30 tahiun 1999 dan buku “Alternatif Penyelesaian Sengketa” karya
Gunawan Widjaja yang banyak bcrbicara tentang proses penyelesaian
sengketa di luar sidang dengan berdasarkan pada beberapa peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam berbagai bidang, baik
bidang perpajakan, perburuhan maupun perniagaan. Ada satu karya
lagi yang cukup komplit tinjauan perundang-undangannya, yaitu
buku “Arbitrase” karya M. Yahya Harahap. Sayangnya pembahasan
dalam bukﬁ-buku tersebut masih bersifat kajian arbitrase umum,
tidak ada yang mencoba mengkhususkan kajiannya dalam perspektif
hukum Islam.

Berkaitan dengan proses penyelesaian perkara, dalam skripsi-
skripsipun kebanyakan kajian menitikberatkan pada aspek cmpiﬁk
dari proses penyelesaiannya dan itu pun dikhususkan pada

penyelesaian melalui jalur litigasi, tidak ada yang mencoba mengkaji
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penyelesaian perkara imnelalui jalur non litigasi seperti arbitrase ini.
Dalam berbagai buku keagamaanpun tidak ada yang mengeksplorasi
dan memberi perhatian pada permasalahan tersebut. Oleh karena itu,

penehitian yang dilakukan oleh penyusun dirasa penting untuk segera

dilakukan.
E. Kerangka Teoritik

1. Asas-asas Hukum dan Persoalan Pembentukannya

Asas-asas hukum ({rechtsbeginselen) dapat dipahami sebagai
dasar-dasar yang menjadi sumber pandangan hidup, kesadaran,
cita-cita hukum dari masyarakat dan norma-norma hukum yang
tinggi dan universal sehingga banyak hal bergantung padanya.!?
Dengan demikian, asas-asas hukum masih bersifat abstrak
sehingga tidak salah kalau ia dikatakan sebagai norma yang
abstrak dari sebuah hukum positif.!?

Unsur asas dalam  pembentukan norma hukum
memerankan suatu peranan yang amat penting karena asas selalu

melandasi norma-norma  hukum  tersebut.'¥ Dalam asas

2} AR Lacey, 4 Dictionary of Philosophy, (London : tap, 1976), him. 110

"™ Amiroeddin Syarif, Perundang-undangan :Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnyaq,
(Jakarta : Bina Aksara, 1987), hlm. 8

Y Walau demikian, ada juga aliran-aliran yang menentang perlunya sebuah asas
hukum, seperti alitan positivisme. Mereka berpendapat bahwa suatu norma hukum boleh
saja sesuai dengan asas hukum, kalaupun ia tidak sesuai maka ia tetap mempunyai daya
paksa. Yang terpenting bagi aliran ini adalah pemmangannya (kaidab huloum) oleh
instansi “kekuaszan® yang berhak, tidak penting apakah hulum yang ditetapkan itu
sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau tidak. Berbeda dengan aliran hukum alam
yang menganggap dalil atau norma hukum yang tidak sesuai dengan asas maka tidak
dapat dianggap sebagai suatu hvkum. Lihat OK Khairuddin, Sesiclogi Hukum, {(Jakarta ;
Sinar Grafika, 1991), hlm. 102-105.
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hendaknya mengatur tindakan-tindakan manusia agar manusia
menyesuaikan tindakannya kepada bunyi, makna dan hakekat dari
asas tersebut. Asas-asas hukum seolah-olah menggambarkan
“harapan” agar manusia dalam tingkahnya menundukkan diri
pada semangat hukum yang bersangkutan.'® Oleh karena itu, asas
menjadi penting artinya dalam pembetukan tata hukum yang
nantinya manusia akan mematuhi kehendak daripada asas itu.

Di dalam pembentukan asas-asas hukum ini, orang — dalam
penelitian — dapat bekerja secara “analitis induktif’. Prosesnya
bertolak dari premisa-premisa yang berupa norma-norma hukum
positif yang diketahui dan berakhir dengan penemuan asas-asas
hukum atau dokirin. Karena yang menjadi pangkal tolak pencarian
asas ini adalah norma-norma hukum positif, maka sebenarnya
kemungkinan penyelenggaraan penelitian doktrinal ini bergantung
pada “sudah atau belum selesainya” dan pada “sudah atau belum
lengkapnya” penelitian inventarisasi yang berupa
pengidentifikasian dan pengklasifikasiarn norma-norma hukum
positif tersebut.'6}

Berkaitan dengan penemuan asas-asas hukum tersebut,
satu penawaran yang cukup menarik telah diberikan oleh Alfred

North Whitehead melalui sebuah pendekatan metode sain “post

) Kata “harapan” memberikan pengertian bahwa asas akan menggunakan sifat
normatif dalam dirinya, seperti hukum yang hersifat normatif.

16 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum : Suatu Pengantar, cet ke-3,
(Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001}, hlm. 88-89
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modernism” {metode pasca Cartesian).!” Mctode ini adalah metode
organis yang kemudian dikenal dengan metodologi sistem.
Pcendekatan/metode sistem ini mencoba menggambarkan hukum
secara keseluruhan; melithat kondisi objek yang senyatanya;
melihat sesuatu sebagai suatu sistem, yaitu suatu kompleksitas
elemen yang terbentuk dalam suatu kesatuan interaksi (proses),
masing-masing elenien terikat dalam satu kesatuan hubungan
yang saling bergantung, membentuk satu kesatuan yang lebih
besar sehingga menjadi ciri dari setiap bagian pembentukannya.lﬂl
Dengan demikian, teori ini telah mempertegas makna dari hukum
itu sendiri.

Penemuan asas-asas hukum tersebut, setelah melakukan
pengidentifikasian dan pengklasifikasian norma hukum positif
tersebut seperti yang dinyatakan Sunggono, juga terlebih dahuiu
harus dimula1 dari pengetahuan terhadap kaedah hukum yang

terdapat dalam sebuah peraturan.'® Kaedah hukum dapat

') Dikatakan sebnpai metode pasca Cartesian karena metode ini muncul sebagai
antitesis dari filsafat pengetahuan Cartes [(Cartesian} yang memberikan pengukuhan
eksistensial terhadap ilmu pengetahuan, memberikan cnergl yang besar bagl
perkembangan dan kemajuan sain. Tetapi di sisi lain penpukuhan itu juga telah
mengakibatkan pengubu.an pada dimensi saintifik lainnya, seperti ilmu sosial,
kebudayaan, hukum dan human science:, Untuk itulah muncul metode tersebut.. Lihat

Lii Rasjidi dan IB Wyasa Putra, Hulum sebagai Suatu Sistem, {Bandung : Remaja
Rosdakarya, 1993}, hlm. 1-3

"™ hid, him. 43-44. Dengan demikian alasan-alasan muneulnya pendekatan ini
adalah : pertama, pendekatan sistem merupakan rmetode semi-metafisika, yaitu di
samping memiliki kernampuan untuk menggambarkan keutuhan karakteristik objek juga
memiliki kermampuan untuk melakukan analisis terhadap setiap komponen objek. Kedua,
pendekatan ini senantiasa mempertimbangkan faktor-faktor keberhubungan suatu objek
secara internal dan eksternal. Ketiga, metode ini dirasa lebih representatif untuk ontologi,
¢pistemologi dan aksiologi ilmu pengetahuan sesuai karakteristik essensialnya.

' Soerjono Soekanto, Purnadi Purbacaraka, Perihal Kaedah Hukum, cet ke-4,
(Bandung : Alumni, 1986}, hlm. 9
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diartikan sebagai patokan atau ukuran atau pedoman untuk
bersikap tindak dalam ketidupan, dalam hal ini kaedah berisi
perintah, larangan dan pembolehan-pembolehan. Sebagai patokan,
kaedah berbeda dengan hukum alam yang merupakan perumusan
pandangan mengenai kejadian alamiah, seperti panas
menyebabkan benda mengembang. Inti perbedaannya adalah
bahwa terhadap kaedah ada kemungkinan penyimpangan,
sedangkan dalam dalii alam maka penyimpangan dianggap
mustahil.

Dalam hal perumusan kaedah terdapat dua macam
pandanga-q, yaitu pandangen hipotetis atau bersyarat dan
pandangan katqgoris?ol Kedua macam pandangan tersebut dapat
ditemukan dalam rumusan pasal undang-undang sebagai norma-
norma hukum positif. Untuk itu, dapat ditarik benang merah
bahwa operasionalisasi penemuan asas-asas hukum dimulai
dengan pengidentifikasian dan pengklasifikasian norma-norma
hukum positif. Dari hal inilah terjadi penentuan pandangan
hipotetis dan pandangan kategoris dari pasal-pasal perundang-
undangan tersebut yang rvemudian membentuk sebuah kaedah-
kaedah hukum . Kaedah-kaedah hukum inilah yang merupakan
cikal bakal dari asas-asas hukum suatu aturan yang kesemuanya

itu dibentuk secara sistematis dengan pendekatan metode sistem.

0 Pandangan hipotetis atau bersyarat adalah pandangan yang mencoba membuat
deskripsi perihal fakta dan hubungan antarfakta sehingga menimbulkan hubungan
kausalitas. Berbeda dengan pandangan kategoris yang merupakan rumusan yang tidak
terkandung di dalamnya sebuah hubungan antara kondisi dan konsekuensinya.
Pandangan ini banyak mereduksi pendapat Immanuel Kant, sedangkan pandangan
hipotetis banyak mereduksi pendapat Kelsen tentang ilmmu hukum. Lihat ibid, him. 50-57.
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2. Hukum Islam dan Problem Penyelesaian Sengketa

Dalam masyarakat akan selalu ada saja gangguan-gangguan
yang mungkin terjadi antaranggota masyarakat. Yang berbeda
adalah frekuensi sengketa dan sikap manusia dalam masyarakat
terhadap sengketa. Mungkin saja ada sikap yang menganggap
sengketa sebagai hal yang selalu destruktif. Tetapi mungkin juga
ada sikap. yang realistis, yailu anggapan bahwa sengketa tidak
dapat dielakkan namun harus diusahakan supaya ukurannya
jangan sampai mengganggu berfungsinya lembaga penting dalam
kehidupan bermasyarakat2i.

Melihat begitu banyaknya kemungkinan konflik yang akan
terjadi maka hukum diciptakan untuk membatasi kepentingan-
kepentingan dan mengatur perhubungan antarmanusia serta
untuk menjqr_r_lin ketertiban dalam masyarakat. Dalam hal ini,

e .
ag_éma termasuk Rslam menjadikan hukum sebagai sarana untuk
pembentukan dan perbaikan moralitas masyarakat agar tercipta
kedamaian dan keadilar sosial??; atau dengan kata lain hukum
diciptakan untik menjamin kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan hukum sebagai sarana penyelesaian
sengketa ini, ajaran lslam memberikan tuntunan agar setiap orang
dapat mengikuti hukum-hukum tertentu dalam perbuatannya,

baik itu bersandarkan kepada wahyu maupun yang ditetapkan

0 TO Ihromi {ed.}, Antropologi dan Hukum, cet ke¢-2, (Jakarta : Yayasan Obor
Indonesia, 1993), him. 15-16

) Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukwm Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi
Perbandingan Sistem Hukum Islam, alih bahsa Yudian W. Asmin, cet ke-2, (Yogyakarta :
Tiara Wacana, 1991), hlm. 70
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oleh masyarakat. Al-Quran menyatakan teori tersebut seperti
tersirat dalam firman Allah :
A oS aly 1 sSile o Ll 1siould edse g8 dga IS
7L a8 (s Us Glr. A OF laaes
Dengan demikian, setiap orang dalam perbuatannya baik secara
individual maupun kolektif memiliki tujuan-tujuan tertentu. Untuk
mencapai tujuan yang diiddam-idamkan dalam memecahkan
masalah, dia akan melakukan perbuatan-perbuatannya sesuai
hukum atau cara-cara tertcntu yang ditetapkan agama dan
masyarakat, atau juga yang lainnya asalkan masih dalam kerangka
kebaikan dan dibenarkan oleh agama?24).

Sebenarmya banyak sengketa dalam masyarakat dapat
diselesaikan sen-liri oleh orang yang bersangkutan dengan bantuan
orang-orang yang ada di sekitarnya?d)., Walau dalam kenyataan di
masyarakat yang pengaturan peradilannya lelah baku sifatnya
menurut ketentuan perundang-undangan, tetapi tidak semua
scngketa yang berkaitan dengan hak-hak diajukan ke pengadilan.
Yang terpenting bagi masyarakat adalah hanyalah mengembalikan

pada keadaan semula walaupun dalam penyelesaian perkaranya

™ A)-Baqoroh (2) : 148

) bnu Musthafa, Keluarga Islam Menyongsong Abad 21, cet ke-2, (Bandung : al-
Bayan, 1997), hlm. 142

) Mereka adalah pemimpin formal dan diakui oleh masyarakat sekitarnya sebagai
juru bicara yang dapat menyuarakan norma vang berlaku sehingga dapat diukur sampai
seberapa jauh terjadi pelanggaran norma dan apa yang harus diwajibkan kepada
pelanggar agar hal yang telah dilanggar itu dapat diluruskan kembali.
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menggunakan berbagai macam ketentuan hukum dalam

masyarakat?s). Bukankah rasulullah pernah bersabda :

e M aSin el e OIS )5 A pSie b aSLia el ye Ll S ()

Satu hal sebagai kata kunci berkaitan dengan sengketa dan
problem penyelesaiannya adalah keadilan dan spirit keadilan ini
ada dalam sebuah kata perdamaian28. Keadilan adalah kualitas
berlaku adil secara moral dan rahmat dengan memberikan kepada
setiap manusia akan haknya??. Selain itu, keadilan adalah
kebaikan yang tidak mengandung pelanggaran, kekejaman, atau
dengan kata lain keadilan berarti tidak melakukan ketidakadilan3o.
Disinilah usul figh menunjuk kepada peraturan sadd az-zariah
yang memainkan bagian penting dalam memberikan kebaikan dan
menghancurkan sifat buruk. Jadi, keadilan dibangun dengan

menghapus faktor-faktor vang menyebabkan ketidakadilan3v.

) Dengan demikian, hukum mirip itu dengan bunglen bila diperhatikan bahwa
dia terdapat di berbagai masyarakal dan dia mengambil bentuk dan isi menurut
kebutuhan masyarakat tempat dia berlidou. Namun, di bawah kulit yang berubah-ubah
terdapat sesuatu yang merupakan inti yang tidak berubah. Sifatnya yang tidak berubah

itu justru menjadi sifat vang paling penting dan merupakan kekuatnnya. Lihat TO Thromi,
Antropologi, hlm. 52

_ " AbI Abduliah Muhammad ibn Yazid ibn Majjah, Sunan lbnu Majjah, Kitab ar-
Ruhun, (Semarang : Toha PPutra, tt.}, Juz 2, hlm. 825, hadis nomor 2471 dari ‘Aisyah.

™ Dalam konisep Islam, perdamaian mengandung tiga hal pokok, yaitu : (a) as-
salamah, implementasinya adalah sikap saling menjaga dan mengajak untuk menuju
keselamatan dunia-akhirat; (b} al-‘adly, mencgakkan keadilan; dan (c) al-islah, yaitu sikap
toleransi dan kompromistis. Lihat “Spirit Perdamaian dalam Islam”, Suara
Muhammadiyah, No. 23/Th. Ke-86, {1-15 Desember 2001}, him. 14

 Muharmad Muslehuddin, Filsafat, him. 79-80. Lihat juga QS an-Nisa (4} : 105

30 Pengertan ini dapat dipahami dari pemahaman QS al-Bagoroh {2} : 59, an-Nisa
(4) : 64, Yunus (10} : 64 dan asv-Syura {42} : 41

3 Muhammad Muslehuddin, Filsafat, hlm. 81
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Salah satu wujud opcrasional penghapusan ketidakadilan
adalah dengan memberikan kemanfaatan kepada sesuatu dan
mencegah munculnya kemudaratan; atau dalam bahasa lain
mengoptimalkan  aspek-aspek yang dapat mendatangkan
kemanfaatan bagi masyarakat guna pemenuhan kebutuhannya.
Dalam hal ini, imam Malik menganggapnya sebagai suatu al-
masgalih al-mursalah yang kemudian direduksi oleh al-Ghazali dan
at-Tufi dengan membatasinya pada hukum yang bersifat darurat.
Argumen ini didasarkan pada sabda nabi yang artinya, “Janganlah

memunculkan kesulitan dan jangan pula membalasnya dengan

kesulitan lainnya. ™3
F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan
(ibrary research), vaitu penelitian yang bertujuan untuk
mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-
macam materi yang terdapat di ruang kepustakaan. Penelitian ini
dilakukan terhadap sistematik hukum vang mempunyai tujuan
pokok untuk mengadakan identifikasi terhadap pengetahuan-
pengetahuan pokok/dasar tentang hukum arbitrase schingga

pengeitian poko tersebut mewpunyai arti tertentu dalam

kehidupan hukum.

* Malik bin Anes, al-Muwata, (Beiiut : Dar al-Kitab al-imiyah, tt.), Jilid 2, him.
745, hadis no. 31 dari Abi Yahya al-Mazini



18

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif, artinya menjelaskan data
yang ada dalam teks-teks tentang konscp arbitrase (UU No. 30
tahun 1999) kemudian memberikan penilaian dari sudut pandang
hukum TIslam tentang permasala'han tersebut sehingga dapat
diketahui dengan jelas konsep arbitrase dalam hukum Islam dan
pengaplikasiaannya dalam hukum keluarga 1slam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
normatif yurt'dié (konsepsi  legistis], yaitu  melakukan
penganalisisan terhadap suatu fenomena berdasarkan sistem
peraturan-peraturan yang normatif atau norma-norma in-
abstracto baik dari sisi esensi hukumnya maupun substansinya
(dengan melakukan content analysis)33,

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data hasil penelitian ini penyusun
menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan
terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian kemudian menganalisisnya dengan pendekatan yang
telah ditentukan. Seda_ng logika penalaran yang digunakan dalam
penganalisisan tersebut adalah metode deduktif (generalis teoritik)
dan metode induktif (generalis empirik) Metode induktif

digunakan untuk penyusunan asas-asas hukum yang terkandung

*» Dalam hai ini dilakukan dengan melakukan penganalisisan terhadap dekumen
hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan

tidak lain untuk menemukan hukum yang terkandung dalam sebuah perundang-
undangan.



dalam UU No. 30 tahun 1999, Scdangkan metode deduktifl
digunakan unfuk melihat pandangan hukum Islam terhadap
asas-asas hukum yang telab tersusun davi pembacaan terhadap
undang-undang. Dengan demikian, logika penalaran yang dipakai

adalah metode  campuran  antara generalis  teoritik  dengan

generalis empiris.
G. Sistematika Pembahasan

Untuk mensinergiskan pembahasan dalam penelitian ini maka
disusunlah bchm*npn-bagian atav bab vang akan menjabarakan satu
persatu permasalahan secara mendalam dan  sistematis tentang
permasalahan  penelitian ini. Sistematika pembahasan  dalam
penelitian ini dapat disusun sebagai berikut :

Bab pertama - Pendahuluan. Bagian ini merupakan bagian
vang paling umum pembahasannya karena hanva memuat dasar-
dasar tentang penclitian ini. Materi pada bab ini meliputi latar
helakang masalah, pokok masalah, hijuan dan kegunaan penelitian,
definisi operasional penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik dan
metode penclitiannya.

Pada bab kedua berisi tentang gambaran wmum yang bersifat
deskriptif tentang aspek-aspek UU No. 30 taliun 1999 schingga isinya
tidak lain bertujuan untuk memberikan pengetahuan mendasar
tentang konsep-konsep arbitrase menurut undang-undang tersebut.

B'ab-!ketiga herbicara tentang asas-asas hukum yang didapat

dari hasil pendeskripsian konsep arbitrase dalam UU No. 30 tahun
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1999. Oleh karenanya, pada bab ini kajian lebih cenderung bersifat
analisis terhadap norma-norma yang telah ada dengan melakukan
pendekatan metode induktif.

Bab keempat merupakan kajian preskriptif, yaitu mengkaji
pandangan hukum 1slam terhadap asas-asas hukum yang telah
disusun pada bab sebelumnya. Untuk memudahkan pemahaman
dalam dataran operasional maka pada bab ini juga mencoba
mengkorelasikannya dengan fenomena hukum keluarga Islam,
khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi umat
Islam di Indonesia, sehingga studi yang dilakukan tidak hanya
berkutat pada dataran wacana melainkan juga dalam dataran
empirik.

Pembahasan diakhiri dengan bab kelima : Penutup yang berisi
kesimpulan dari seluruh hasil kajian yang telah dilakukan dalam
penelitian ini. Pada bagian ini juga mencoba memberikan penawaran
berupa saran-saran yang mungkin dapat diberikan penyusun setelah

mengadakan cksplorasi terhadap permasalahan penelitian.



BAB IV
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP ARBITRASE DALAM

UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999

Tidak dapat dipungkiri bahwa perselesihan merupakan bumbu
kehidupan, yang mewarnai corak kehidupan manusia dalam
bermasyarakat. Sejarah pun tidak pernah luput dari adanya berbagai
sengketa: dimulai dari masa nabi Adam a.s dengan adanya pertentangan
Habil dan Qobil, nabi Musa a.s dengan anaknya sendiri dan nabi-nabi
lainnya sampai nabi Muhammad s.a.w dengan masyarakat arab. Dalam
kehidupan saat ini pun berbagai konflik dapat muncul dan terus akan
muncul tanpa ada wjung pangkalnya. Oleh karenanya, konflik dapat
.dikatakan sebagai fitrah manusia yang merupakan konsekuensi logis dari
adanya kehidupan. Satu hal yang menjadi tugas manusia saat ini adalah
mencari usha yang dapat manusia lakukan untuk menyikapi sengketa

tersebut sehingga kedamaian dan kesejahteraan manusia dapat tercapai.

A. Hukum Islam dan Konsep Penyelesaian Sengketa

Islam telab mengajarkan bahwa dalam menyikapi dan
menyelesaikan masalah hendaknya mampu menegakkan nilai-nilai
‘keadilan karena nilai tersebut merupakan salah satu dari nilai Islam

yang luhur!), seperti diisyaratkan dalam firman Allah :

" Bahkan at-Tabbari, dalam bahasa lain, menganggapnya sebagai misi dasar
Islam disamping misi persamaan di kalangan manusia. Lihat Abgulfahman Abdulkadir
Kurdi, Tatanan Sosial Islam: Studi Berdasarkan al-Quran dan Sunngh, alih bahasa
llzamuddin Ma'mur, {Yogyakarta : Pus,;aka Pelajar, 2000}, him. 189
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il asid o) Saall g CUSH agee W, Cafully Ll Ghal a8
( ML,
Keadilan dapat diwujudkan dengan menyampaikan setiap hak
kepada orang yang berhak menerimanya dan melaksanakan hukum-
hukum yang telah disyariatkan Allah serta dengan menjauhi hawa
nafsu melalui pembagian yang adil di antara manusia?.
Permasalahan saat ini adalah melalui pranata apa manusia dapat
mewujudkan nilai-nilai keadilan tersebut. Hal ini penting agar
nantinya nilai keadilan tersebut bukanlah suatu. idealisme tanpa
dapat dioperasionalisasikan dalam pencapainnya4.
1. Lembaga Peradilan Sebagai Sarana Pencapaian Keadilan
Di antara sarana-sarana yang penting untuk mewujudkan
keadilan, menjaga hak-hak dan memelihara darah, kehormatan
dan harta bhenda ialah menegakkan sistem peradilan® yang

diwajibkan oleh Islam dan ini merupakan lembaga yang tidak

Y Al-fadid (57) : 25
¥ as-Sayyid Sabiq. Figh as-Sunnah, {Beirut : Dar al-Fikri, 1992), Jilid 3, hlm. 312

Y Hal senada pernah diungkapkan khalifah Umar bin Khattab ketika beliau
mengirim surat kepada qadi Kuffah, Abu Musa al-Asyari yang isinya mengandung pokok-
pokok penyslesaian sengketa di muka sidang. Salah satu pesannya adalah :

Al 3 Y (g A1K5 adiY 43 1l A1y il

*) Dalam konstelasi hukum lslam, sistem ini dikenal dengan istilah gada’. Secara
etimologi dapat berarti al-farag (putus, selesai), al-adge’ {menunaikan, membayar) dan al-
hukmu [mencegah, menghalang-halangi). Sedang secara terminologi adalah suatu
keputusan produk pemerintah yang menyampaikan hukum syar'i dengan jalan
penetapan. Dalara hal ini, ada yang berpendapat bahwa gqadla adalah menyelesaikan
sengketa antara dua pihak dengan hukum Allah, atau memutuskan hukum antar
manusia dengan benar dan memufus hukum dengan apa yang diturunkan Allah. Lihat.
Muhammad Salam Madkur, Peradilan dalam Islam, alih bahasa Drs Imron AM, cet ke-4,
{Surabaya : Bina Ilmu, 1993), him. 19-20 :
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boleh tidak harus ada. Ada beberapa dalil nagli yang dijadikan
dasar pembentukannya, di antaranya firman Alah:
d;l’u u.nL\.“ O pSald i Y 8 Adgls lldea ) .J_j'l..)..\
Cpei ol Lad Hgalay Jo sia i o, 2
Dan dalam hadits, nabi permah bersabda :
Gall b akla o adelud Yl Al ol Jay 1oadl 3 Y1 sy
Mgalay 5 Lgy paly sed daSa il 011 oy
Aaall 4liojsa alie il 3 Al gl sliaf (il (e
O jalt add alae o yea ald ey
Dengan demikiaﬁ, menegakkan keadilan berarti memerintahkan
kebaikan dan mencegah bahaya kemungkaran, menyampaikan
hak kepada yang punys, mengusahakan islah di antara manusia,
menyelamatkan manusia dari kesewenang-wenangan sebagian
yang lain. Untuk menjaga kestabilan urusan manusia itulah
diperlukan adanya peradilan.

Peradilan adalah fardu kifdyah untuk menghindari kezaliman
dalamn memutuskan persengketaan. Dalam hal pengangkatan
hakim maka pemerintahlah yang berkewajiban melakukan tugas
itu, mengawasi pelaksanaaan peradilan dan dengan kekuatan
dan kekuasaannyalah hukum-hukum akan dapat berjalan bagi

setiap individu. Tetapi setelah meningkatnya aneka macam

® As-Sod (38) : 26
" An-Nisa {4) : 65

® Muharoind Fuad Abdul-Biagi (ed.), Sunan Ibn Majjah, Bab Zuhud, (Semarang :
Toha Putra, tt.}, Juz 2, hlm. 1407, hadis no. 4208 dari ‘Abdullah ibn Mas'ud.

2 Sidgiy Muhammad Janiil {ed.), Sunan AU Dawud, Bab al-Aqdiyah, (Beirut : Dar
al-Fikri, 1414/1994), Juz 3, hlm. 289, hadis no. 3575 dari Abi Hurairah
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kepentingan manusia ditambah semakin kompleknya urusan
pemerintahan maka semua itu menuntut terwujudnya kekuasaan
peradilan vang berditi sendiri secara khusus, menerapkan
peraturan tanpa memihak dan pamrih.

Melihat urgensi dan beratnya peran yang diemban hakim dalam
peradilan maka pengangkatan gadi bukanlah hal yang mudah,
berbagai persyaratan harus dipenuhi'®. Karena begitu agungnya
nilai dari perbuatan itu dan begitu luasnya bidang garapannya,
rasulullah mengarahkan pandangannya kepada akibat yang
terjadi manakala qadi menyimpang dari tugasnya. Tampaknya
karena faktor inilah yang dahulu menyebabkan banyak ulama dan
fuqaha berpaling dari menduduki jabatan penting ini. Sejarah
mencatat Abu Hanifah harus mendapat siksaan karena menolak
jabatan ini pada masa pemerintahan bani Umayyah. Begitupula
imam Hanbali menolak anjuran gurunya (imam Syafii) untuk
menjadi qadi di Yaman.

4 Adapun dalam penerapan hukum-hukum di pengadilan,
naruslah diperhatikan prinsip-prinsip tentang pemeliharaan hak-

hak, seperti keharusan berpegang kepada adanya bukti-bukti dan

0 Syafi'i dan satu pendapat dari madzhab Maliki telah mensyaratkan agar hakim
mencapai derajat mujtahid disamping syarat-syarat subjektif lainnya seperti seorang
mukallaf, laki-laki, adil, mendengar, melihat dan tidak bisu. Sedangkan pendapat lain dari
madzhab Maliki menganggap derajat mujtahid hanya sebuah anjuran. Selain im, Abu
Hanifah tidak mensyaratkan hal itu, bahkan beliau membolehkan wanita menjadi hakim
dalam urusan harta benda.Lihat Ibnu Rusydi, Bidayatul Mujatahi wa Nihayatul Mugtasghid,
(Semarang : Toha Tutra, tt), Juz 2, him. 344-345
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menetapkan tempo pemeriksaannyall). Prinsip-prinsip itu telah

ada dalam dealil-dalil syariat. Sedangkan untuk aturan-aturan

tambahan yang dianggap sebagai sendi keadilan maka itu
berkembang menurut situasi jaman dan tempat. Untuk itulah

Islam kemudian memberikan peluang ijtihad bagi pejabat

peradilan.

2. Lembaga Non Peradilan Sebagai Sarana Pencapaian Keadilan
Dalam sejarah pembentukan hukum Islam (tarikh tasyri)
dikenal tiga teori pembentukan kekuasaan peradilan, yaitu :

o Sistem tauliyah, yaitu dengan mengangkat hakim dan
mendirikan peradilan ketika dalam keadaan normal atau
negara sudah terbentuk.

s Sistem Ahl al-Halli Wa al-‘Agdi, yaitu dengan pembentukan
dewan majelis yang terdiri beberapa orang yang dirasa mampu
menyelesaikan sengketa. Ini dilakukan pada masyarakat yang
belum ada penguasanya yang menghendaki seseorang untuk
menangani perkara.

e Sistem tahkim, yaitu apabila tidak ada hakim dan ini

berangkal atas dasar kasepakatan dua pihak.

'V Palam nal ini, ajaran Islam telah memberikan pedoman tentang pelaksanaan
peradilan yang berupa asas-asas hukum Islam. Asas hukum ini diperoleh dari
pemshaman tethadap surat khalifah Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asyari - qadi
di Kuffah - yang isinya mengandung pokok-pokok penyelesaian perkara di muka sidang.
Asas-asas itu adalah : {1) asas faridah dalam pelaksanaannya, (2} asas perdamaian, (4)
asas persamaen di muka sidang, (4) asas kewajiban pembuktian, {6} asas penetapan
tempo pelaksanaannya, (7] asas dibenarkannya peninjauan kembali oleh hakim, (8} asas
praduga tak bersalah, (9) asas kebolehan ijtihad dalam pengambilan keputusan oleh
haldim, dan (10) asas kepatutan dalam pengambilan keputusan. Lihat ‘Atiyah Musrifah
Mustafa, al-Qada Fi al-Islam, cet ke-2, (Ttp. : tnp., 1966), him. 96-97
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Dari tiga sistem tersebut maka dapat dipahami bahwa selain
melalui jalur pengadilan, ada lembaga non peradilan yang dapat
menjalankan fungsi sebagai lembaga peradilan untuk mencapai
keadilan, yaitu melalui sistem kedua dan ketiga.

Lembaga mnon peradilan dapat menjalankan fungsi lembaga
peradilan - dikarenakan adanya faktor-faktor tertentu dalam
lembaga peradilan yang kurang mendukung dalam penyelesaian
sengketa. Faktor itu dflpat berupa faktor intern lembaga, seperti
terlalu lama dan Dberbelit-belitnya penyelesaian sengketa di
peradilen, atau kemungkinan putusan yang dihasilkan bukan
merupakan hasil kesepakatan bersama sehingga hukumnya
bersifat baku dan memaksa secara top down dan hal ini mungkin
dianggap menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak . Umar
bin Khattab pernah mengisyaratkan hal itu di dalam atsarnya :
&y g1 Liadll Muﬁ\ﬁﬂn@@;&:_ﬁ” B30 Om ebuadll 53

AR E TS|
Sedangkan faktor ekstern yang turut mendukungnya adalah
kemauan para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar
pengadilar  setelabh mempertimbangkan faktor-faktor intern
terscbut.

Ada beberapa cara sebagai konsep penyelesaian sengketa yang
dianjurkan oleh agama Islam melalui jalur non-peradilan ini, di
antaranya as-Sulhu (perdamaian), tahkim (melalui hakam) dan asy-

Syura (musyawarah).

) Muhammad Salam Madkur, Peraditan , him. 68
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1. Konsepsi Pranata as-Suthu

Secara etimologi, as-Sulhu berarti perdamaian,
memutuskan pertengkaran atau perselisihan'®. Sedangakan
secara terminologi syariat dapat diartikan sebagai suatu jenis
akad untuk mengakhiri perkara antara dua orang yang
berlawanan atau berselisin!4. Jenis akad yang dimaksud tentu
adalah atas kesepakatan bersama, atau dengan kata lain
diwujudkan melalui perdamaian. As-Sulhu sangat dianjurkan
oleh lslam, seperti dijelaskan dalam al-Quran :
Leatfan) Cory (8 Legin | sadiald | 181 Cpiagall (e lidiUs O

Cield Gl bl el ] e O an ol 1ehE o AW L
0 oadaniall Taag b ) 1 shandl o Jaadly Lagin | galiali

Rasululilah juga pernah bersabda :

Wos Ua 3 Ya o Blo Y oebadl g e el
Slad s da Y Sl e e i Y pgda 5 5 e ) salisaldl

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan as-Sulhu adalah :

") Mahmud Yunus, Kamus Arub-Indonesia, {Jakarta : Hidakarya Agung, 1990),
him. 220

1} As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, hul. 305. Dalam hal ini, as-sulhu adakalanya
berbentuk ikrar (penetapan), adakalanya inkar (bantahan) dan adakalanya berbentuk
sukut {diam, abstain).

') Al-Hujurat {49) : ©

16} Sidqiy Muhammad Jamil (ed.), Sunan Abi Deud, Bah as-Sulbu, Kitab al-
Aqdiyah, {Beirut : Dar al-Fikri, 1414/1994), Juz 3, hlm. 295-296, hadi3 nomor 3594 dari
Abu Hurairah. Lihat juza Ahmad Muhammad Syakir {ed.}, al~Jdmi’ as-Sohih Wahuwa
Sunan a-Tirmizi, Kitab Ahkam, (Beirut : Dar al-Kitab al-Tlmiyah, tt.), Juz 3, hlm. 634-635.
Abu ‘Ais menyatakan bahwa hadis ini adalah hasan sohih.
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1) Syarat untuk musalih (para pihak) : haruslah orang yvang
cakap hukum, berhubungan (baik langsung maupun tiflak)
dengan perkara tersebut.

2) Syarat untuk musalih bih (perbuatan pihak) : dilakukan
secara jelas dan tegas, adanya kesepakatan tersebut baik
secara tertulis maupun tidak. Berdasarkan inilah nauntinya
dapat dilakukan ijab gabul sebagai rukun dari as-sulhu.

3) Syarat untuk mugalih ‘anhu (objek) : berbentuk harta yang
dapat dinilai atau bermanfaat dan termasuk dalam hak-hak
adami, bukan hak Allah'?,

Satu hal yang perlu dicatat bahwa as-Sulhu haruslah
benar-benar atas kesepakatan para pihak, tidak bolel -
dipaksakan kepada salah satu pihak, termasuk di dalamnya
tidak dibenarkan mengulur-ulur proses penyelesaian sengketa

karena semata-semata ingin mencapai perdamaian. lmam Malik

pernah berkata :
W gead (o pam O (peesdl aal e 7l o Ml Y
o allay of daY
Dan jﬁga Muhammad bin Husain asy-Syibani berkata :
Moginled pliall 8 aada O} O 30 eSS a3 5 o GRlE A
Sejarah mencatat bahwa nabi telah memberikan suri

tauladan tentang as-Sulhu, yaitu membuat nota kesepakatan

dengan penduduk Madinah yang divisualisasikan dalam

' As-Sayyid Sabiq, Figh as-Surma, him, 306-308
' Muhammad Salam Madkur, Peradilas: , him. 68

') Ibid, him. 69
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“Piagam Madinah”, khususnya pasal 17 dan 45. Dari dua poin
tersebut dapat dipetik hikmah bahwa seyogyanya umat Islam
mampu memerankan dirinya sebagai golongan yang berinisiatif
dalam mewujudkan perdamaian dengan dan dari pihak lainZ20.
Oleh karena urgennyea nilai as-Sulhu maka hal itu perlu terus

dikembangkan dalam  penyelesaian  berbagai sengketa

kemanusisan.

2 Konsepsi Pranata Tahkim

Di antara masalah yang dihubungkan oleh para fugaha
dengan lembaga peradilan adalah tchkim, yaitu menyerahkan
diri atau urusan kepada seseorang yang dianggap cakap dan
pandai menjelaskan sesuatu sehingga mampu menyenangkan
kedua belah pihak.2" Tahkim menurut penetapan hukum figh
ialah mengangkat seseorang untuk menjadi hakam [orang yang
diminta untuk memberi putusan selain hakim gada) antara dua
belah pihak yang sedang bertengkar atau berselisih.

Syariat Islam membenarkan menyerahkan putusan hukum

kepada seorang muhakkam asalkan itu merupakan kehendak

para pihak. Dalam sebuah hadis telah dinyatakan:
Oandy paadll () aadia Al g A g pedia Al Ju e Lialy
MraSall oy oy

™ pihat Abdurrahman Azzaia Pasha, Konsepsi Perdamaian Islam, alih bahasa
Rus’an (Jakarta : Karya Unipress, 1985), hlm. 130-135 dan Suyuthi Pulungan, Prinsip-
Prinsip Hak Asasi dan Politik Pemerintahan Ditinjau dari Pandangan al-Quran, cet ke-2,
(Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 197-198

M} Hasbi Ash Swiddweqy, Sejarih Peradilan Islam, cet ke-3, (Jakarta : Bulan
Bintang, 1970), him. 59.

) “) Im#@m Ahmad ibn Hanbal, Musnad al-lmam Ahmad ibn Hanbal, (Beirut : al-
‘Maktabah al-Isfamuy, tt.), Jilid 4, hlin. 4, diriwayatkan perawi dari Mus’ab ibn Sabit
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Sedangkan orang yang boleh menjadi hakam adalah orang yang
boleh diangkat menjadi gadi, artinya yang terdapat pada dirinya
syarat-syarat sah menjadi hakim. Selain itu, perkara yang boleh
diserahkan kepada muhakkam adalah segala perkara yang
dapat diselesaikan sendiri oleh yang berselisih, yakni hak-hak
hamba. Tidak boleh mentahkimkan diri terhadap hak-hak Allah,
seperti urusan had zina, gisas dan mencuri, karena hak Allah
haruslah diselesaikan oleh qadi di meja peradilan. Oleh karena
itu, tahkim tidak beriaku pada masalah-masalah jinayat,
melainkan pada masalah-masalah perdata seperti masalah al-
ahwal asy-syakhsiyyah atau muamalah.

Konsekuensi yang ditimbulkan dari adanya proses tahkim
ini maka para qadi tidak dapat menggunggatnya apabila para
hakam telah memutuskan suatu perkara. Hal ini dikarenakan
hakam, dalam pandangan svara’, mempunyai kedudukan setara
dengan hakim dan tahkim adalah proses yang dibenarkan oleh
syara’; apalagi hakam adalah hakim yang diangkat sendiri oleh
para pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan perkara
mereka aias dasar kesepakatan (modus vivensif3. Selain itu,

putusan yang dihasilkan dalam proses tahkim haruslah

2} Imam Abu. Yusuf dalam kitabnya “Al-Kharaj”, seperti dikutip Mukhlis Usman,
pernah berkata:

Loy yae ol Bag V) aal y e Uied 7 jdo of plad

Hal ini memberikan penjelsan bahwa seorang penguasa, dalam hal ini adalah qgadi, tidak
dapat membatalkan keputusan para pihak, melalui pengangkatan dan putusan hakarn,
kecuali hukum menentukan lain. Misalnya perkara yang diputus bukanlah kewenangan
para pibak — dan muhakkamnya — untuk memutuskan sendiri (kasus jinayat misalnya
vang merupakan kewenangan qadi laagsung). Lihat Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah
Ushutiyah dan Fighiyah : Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam, cet ke-3, {(Jakarta :
RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 99-100 '
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dilaksanakan oleh para pihak karena bukankah kaidah telah
menyatakan “Rela akan sesuatu berarti rela pada akibatnya ?”.
3. Konsepsi Pranata asy-Syira

Kata asy-Syura diambil dari akar kata syawara, yang pada
mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah24).
Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala
sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain
(termasuk pendapat). Musyawarah dapat juga berarti
mengatakan atau  mengajukan  sesuatu, perembugan,
perundingan.2st ¥Kata musyawarah pada dasarnya hanya
digunakan untuk hal-hal yang baik, seperti penyelesaian
sengketa antarpihak.

Banyak ayat-ayat al-Quran yang dapat dijadikan dasar
pijakan musyawarah, seperti firman Allah :
Go )5l Y i Ble Sy ped i A (e Ran Led
S5 o 1lE ¥l 8 an gl s agd il 5 agie cacli g

LA ghall ang ) of il e

Dalam hal lapangan musyawarah, ajaran Islam memberikan

tuntunan agar bermusyawarah dalam urusan masyarakat dan

2 Madu bukan saja manis melainkan juga obat untuk banyak penyakit sekaligus
sumber kesehatan dan kekuatan. Madu dihasilkan oleh lebah. Jika demikian, yang
bermusyawarah meski bagaikann lebah : ma'thluk yang sangat disiplin, kerja samamnya
mengagumkan, makanannya sari kembang dan hasilnya madu. Seperti itulah makna
permusyawaratan dan demikina pulalah sifat orang yang melakukannya. Lihat M. Quraish
Shihab, Wawasan al-Quran : Tafsir Maiudhui atas Pelbagai Persoalan Umat, cet ke-3,
(Bandung : Mizan, 1996}, him. 469

9 Depdikbud, Karnus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998},
hlm. 603

) AN-Imron {3) : 159, Lihat juga Al-Bagoroh (2) : 233 dan Asy-Syura {42) : 38
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negara, persoalan duniawi yang bersifat global dan belum ada
petunjuknya. Sedangkan persoalan-persoalan yang telah ada
petunjuknya dari Tuhan secara tegas dan jelas, baik langsung
maupun melalui nabi-Nya, tidak dapat dimusyawarahkan
seperti tata cara beribadah. Lapangan inilah yang menjadi
rambu-rambu dan batasan orang untuk bermusyawarah.
Adapun dalam konteks memusyawarahkan persoalan-
persoalan masyarakat, atau lebih khusus antarindividu yang
bersengketa, al-Quran hanya menjelaskan semua orang dapat
diajak atau dijadikan narasumber dalam musyawarah tersebut.
Namun sebagian besar pakar tafsir berorientasi kepada ulul
amri sebagai orang tertentu yang dianggap cakap untuk bidang
yang dimusyawarahkan seperti yang diisyaratkan dalam QS al-
Nisa (4}: 59 dan kata ulul amri tersebut berkaitan dengan QS al-
Syuﬁra (42): 38. Tentunya tidak mudah melibatkan seluruh
anggota masyarakat dalam musyawarah tetapi keterlibatan
mereka dapat diwujudkan melalui orang-orang tertentu yang
mewakili mereka, yang oleh para pakar diberi nama berbeda-
beda, di antaranya ah! al-halli wa al-‘agdi, ahlul-itthad atau ahl

asy- syura.?’

M An al-Halli Wa al-Agdi adalah orang yang mempunyai pengaruh di tengah
masyarakat {menjadi ruyjukan masyarakat) sehingga kecenderungan mereka kepada sat
pendapat (Keputusan) dapat mengantarkan masyarakat pada hal yang sama. Ahlul-ljitihad
adalah kelompok ahli dan para teknokrat dalam berbagai bidang dan disiplin
iimu.Sedangkan ahl asy-Syura merupakan istilah umum, yang kepada mereka para

penguasa dapat meminta pertimbangan dan saran. Lihat M. Qurais Shihab, Wawasan,
him. 481
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Wawasan mengenai musyawarah dalam al-Quran tersebut
memberikan isyarat begitu urgennya musyawarah karena
melalui wadah itulah dapat dilakukan negosiasi, pembahasan
persengketaan menuju solusi yang terbaik demi kesejahteraan
bersama. Oleh karena itu, musyawarah dinilai sebagai salah

satu prinsip hukum dan politik untuk umat Islam.

B. Pandangan Hukum Islam terhadap UU No. 30 tahun 1999 dalam

Proses Penyelesaian Perkara

1. Mainstream Konsepsi Hukum Islam tentang Penyelesaian Sengketa
Jalur Non-Litigasi
Dari hasil pembahasan mengenai konsep penyelesaian
sengketa, khususnva vang melalui lembaga non peradilan akan
dapat memunculkan kecenderungan-kecenderungan yang bersifat
global bagi semua teknik yang telah dijelaskan terdahulu sehingga
kecenderungan tersebut dapat dijadikan pedoman sckaligus bahan
perbandingan dengan sistern hukum lainnya. Kecenderungan atau
mainstream inilah yang nantinya dapat dijadikan konsep dan
diterapkan dalam pelbagai fenomena hukum guna penyelesaian
sengketa.
Ada beberapa poin sebagai mainstream dari konsep hukum
Islam tentang penvelesaian sengketa jalur non-litigasi, diantaranya :
¢ Untuk mencapai suatu putusan atau keadilan maka yang
diutamakan adalah melalui jalur-jalur penyelesaian yang

mengandung kemaglahatan (melalui sikap moral dan social
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Justice dalam pengambilan keputusannya) bagi para pihak yang
bersengketa.

s Kegiatan yang dilakukan itu didasarkan atas keinginan para
pihak, yang diwujudkan dalam bentuk kesepakatan, schingga
tindakan itu benar-benar mencerminkan i'tikad baik para pihak
untuk mencari solusi terbaik bagi penyelesaian perkara mercka,
termasuk i dalamnya itikad baik untuk melaksanakan
keputusannva.

¢ Melibatkan pihak ketiga (intervensi), baik personal maupun
institusional, sebagai juru penengahnya yang orang tersebut
adalah pihak yang dianggap mampu dan cakap dalam
menyelesaikan sengketa atau dijadikan mediator di antara para
pihak yang berselisih.

¢ Lapangan atau objek hukumnya hanya terbatas pada bidang-
bidang yang merupakan hak adami.

Mainstream itulah yang, tampaknya, dapat dijadikan asas dalam

penyelesaian perkara jalur non peradilan menurut hukum Islam.

Namun mainstream ini tidak menutup kemungkinan bagi

mainstream lainnya yang lebih bersifat teknis dan spesifik.

Asas-asas Hukum UU No. 30 tahun 1999 dalam Perspektif Hukum

Islam

Setelah melihat meinstream hukum Islam tentang proses
penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, maka untuk

selanjutnya danat dilakukan sebuah penilaian terhadap asas-asas
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hukum tertentu, yaitu terhadap asas-asas hukum konsep arbitrase

dalam UU No. 30 tahun 1999.

» Asas Pactum de Compromittendo merupakan asas yang sangat
mendasar bagi pthak-pihak yang akan mengadakan kesepakatan
untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam ajaran Islam,
setiap tindakan, apalagi melibatkan dan berkaitan dengan orang
lain, dianjurkan untuk dimusyawarahkan terlebih dahulu
sehingga tindakan tersebut benar-benar kegiatan bersama-
sama, penuh semangat kerja sama dan tolong-menolong
disertai i'tikad baik untuk menyelesaikan suatu perkara. Allah
telah menganjurkan hal ini dalam firman-Nya :

Cons pgint ool b el g 5 shall | gal g agn ) 1 siladiad il

O s8iY pg ) )
Kesepakatan hasil musyawarah itu harus dituangkan dalam
sebuah ijab gabul dan ijab qabul itulah yang menjadi dasar
hukum pelaksanaan proses selanjutnya.

» Hukum I[slam sangat mengedepankan segi kemaslahatan
manusia dalam menentukan sikap untuk menghadapi segala
rintangan dan fenomena kehidupan??. Kemaslahatan baru akan

dapat dicapai apabila di dalamnya terdapat unsur-unsur

) Asy-syura {42} : 38

) Rasulullah sering menyampaikan hukum dibarengi dengan illat dan maslahat.
Ini merupakan pengakuan rasul terhadap hukum dan maslahat sebab tujuan hukum
1slam adalah merarik kemanfaatan dan menolak mafsadat. Seorang mujtahid tidak boleh
dituduh salah dan metodenya tidak benar selama tujuannya itu demi kemashlahatan dan
menegakkan keadilan hukum Allah; sebab untuk merealisasikan keadilan itu tidak lain
dengan ialan berijfhad. Lihat Abdul Wahab Khallaf, Politik Hukum Islam, alih bahasa
Zainuddin Adnan, (Yogyalarta : Tiara Wacana, 1994}, hlm.1-2
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penolakan terhadap kemungkinan terjadinya kemudaratan bagi
manusia dan mendatangkan kemanfaatan yang menghasilkan
kebajikan umum.30 Dalam hal mewujudkan kemaslahatan
umum itu harus bersandarkan kepada dua sendi akhlak, yaitu
keadilan {baik sosial maupun moral} dan kebenaran atau hak
(vaitu dengan ketaatan terhadap pelaksanaan hukum)}. Dua
sendi akhlak itulah yang sesuai dengan hal-hal yang digariskan
oleh asas Aequo et Bono.

*» Sebagai konsekuensi dari adanya kesepakatan mais:a para pihak
bebas menentukan klausula perjanjian (asas kebebasan
berkontrak} dan inilah, tampaknya, yang menjadi dasar adanya
sebuah perjanjian seperti dijelaskan dalam pasal 1338 BW yang
klausula perjanjiannya adalah mengikat para pihak seperti
halnya undang-undaﬁg. Dalam hukum Islam kebolehan untuk
kebebasan berk0ntrék merupakan akibat dari adanya
kesepakatan untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan hal
ini sesuai dengan kasus-kasus hukum yang terkandung dalam
kaidah usuliyah : -

e 3 g ey by ¢ 5 Leasl)
| Namun ada sedikit perbedaan dengan konsep yang digariskan

oleh hukum positif Indonesia. Jikalau klausula perjanjian itu

* Di antara kedua tugas kemaslahatan inilah kemudian diletakkan kaidah
*Menolak Kemudaratan lebih didahulukan atas menarik kemanfaatan®”. Lihat TM Hasbi
ash-Shiddieqy, Falsafoh Hukum Islam, {Jakarta : Bulan Bintang, 1975}, hlm. 338-339

31Jalaluddin Abdurrahman as—Suyﬁ'gi, al-Asybah wa an-Nazd'ir Fi al-Furtd’, (Beirut
{ Dar al-Fikri, 1995/1415}, hlm. 98
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disepakati oleh para pihak, meskipun bertentangan dengan
undang-undang yang ada, maka itu tetap dibenarkan bahkan
dapat menjadi undang-undang baru bagi para pihak yang
bersepakat. Hukum Islam tidak membenarkan apabila ada
Klausula perjanjian yang bertentangan dengan aturan-aturan
yang umum seperti al-Quran dan sunnah; klausula itu harus
tetap dalam koridor hakum dan keadilan yang diatur oleh nash.
Dengan demikian asas the proper law of contract dapat
dibenarkan menurut hukum Islam sepanjang tidak melanggar
koridor-keoridor tertentu, atau dengan kata lain bahwa asas
tersebut adalah kebebasan yang terbatas32.

» Adapun peiaksanaan asas Lex Arbitri, bukankah Islam telah

menggambarkan sebuah kaidah :

a5 A 5 A YT s YTyl
Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam tidak mempunyai
suaty nilai yang tetap, yang dapat dipegangi secara baku; akan
tetapi hukum Tuhan memiliki prinsip-prinsip yang luas yang
dapat diinterpretasikan. Karcna itu perlu adanya perjuangan
untuk mendamaikan antara tuntutan kebutuhan akan stabilitas

dan kebutuhan akan perubahan sehingga suatu sistem hukum

32} Lihat kembali hadis riwayat Abu Daud tentang perdamaian pada halaman 61.
Tampaknya asumsi ini berangkat dari pemahaman konsep bahwa dalam Islam pembuatan
undang-undang (legislasi) bukanlah membuat hukum dalam pengertian modern sekarang
ini karena hukum telah terkandung dalam nas dan nas hanya dapat dijalankan melalui
interpretasi (jjtihad) atas nas. Kendatipun demikian, interpretasi yang dimaksud tidak
boleh merupakan pendapat pribadi tetapi harus melalui penyimpulan analogis dari nas
dan itupun hanya menyangkut masalah-masalah sosial (muamalah).

3 Jaldluddin Abdurrahman as-Suyiiti. ol-Asybah, him. 74
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itu mampu bekerja dengan sukses®. Disinilah peran sumber
hukum seperti istihsan, sadd az-zariah, al-maslahat al-mursalah
dan urf untuk mengakomodir perubahan kondisi yang terjadi
sehingga dapat diselaraskan dengan nash yang ada dan sistem
hukum yang ada dapat diaktua]isasﬂcan secara optimal dalam
kehidupan masyarakat. Inti dari pelaksanaan hukum adalah
mengerjakan yang ma’ruf seperti diisyaratkan dalam al-Quran :
Ceodalall ge el g il a5 siall 34
+« Berkaitan dengan asas the most closely connected yang intinya
bahwa kasus yang dapat ditangani oleh pranata arbitrase dan
alternatif penyelesaian sengketa lainnya ({seperti dimaksud
dalam UU No. 30 tahun 1999) adalah kasus perdata, maka
hukum Islam pun demikian. Kedua konsep sama-sama
membatasi lapangan hukumnya, yaitu pada kasus perdata
(Hagqul Adamip® saja dan dalam penyelesainnya sama-sama
memungkinkan terlibatnya pihak ketiga sebagai wasit atau juru

penengah untuk membantu menyelesaikan persengketaan para

* Muslehuddin menganggap hal ini sebagai hukum darurat dan hukum ini
menempati posisi yang amat penting di daalm konstelasi syariat karena mengandung
berbagai keuntungan. Hukum darurat memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat dan
memberikan kemudahan bagi orang yang ditimpa kesulitan. la memiliki eakupan yang
luas untuk menghadapi setiap keadaan yang membahayakan dalam hidup tanpa merubah
hukum yang telah ada. Lihat Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan
Pemikiran Orientalis : Suatu Perbandingan Sistem Hukum Islam, alih bahasa Yudian W.
Asmin, cet ke-2, [Yogyakarta : Tiara Wacana, 1997), hlm. 90-91 dan 145

) Al-A'rof (7) : 199

) Mengenai terma-terma hak dan kaitannya dengan hukuman, Mahmud Syaitut
menganggap hukuman atas hak manusia sebagai suatu pembalasan fgisas) yang dapat
diganti. Karena dibolehkannya untuk diganti maka penyelesaian hukumannya pun dapat
berubah-ubah dan dapat dilakukan tawar-menawar atas dasar kesepakatan para pihak
dan inipun dapat melibatkan pihak ketiga dalam pengurusannya. Lihat Mahmud Syaltut,
al-Jslam : Aqidah Wa Syari'ah, (Ttp. : Dar al-Qalam, 1966), hlm. 297-298
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pihak melalui cara-cara yang disepakati bersama. Dalam Islam,
haqqui adami diorientasikan pada bidang muamalah dan dalam
masalah muamalah inilah rasulullah sangat menekankan
pentingnya pengetahuan manusia untuk dikembangkan dan itu

lebih diutamakan daripada pengetahuan nabi, seperti dalam

sabdanya :
pg b luarh = 38108 mlial | gl algl : JEE 0y 5aSh 0 g8 T
a8t el alel A B 1385 138 Call 1) glE e asdanil, 1
¢ Dalam konsepsi hukum Isiam, kebebasan dan kehormatan
individu tergantung pada kejujuran lembaga penegak hukum
yang mengayomi mereka dari individu lainnya. Terpeliharanya
perdamaian di dalam negara banyak tergantung pada keadilan
penanganan perselisihan. Untuk itu, nabi telah menekankan
. pentingnya pemisahan lembaga penegak keadilan tersebut dari
campur tangan Kkekuasaan legislatif dan atau eksekutif.
Pemisahan ini sangat penting untuk mempertahankan martabat
dan kebebasan individu untuk memperoleh keadilan3®, Oleh
karena itu, hukum Islam sangat mendukung asas independensi
institusional lembaga arbitrase sebagai salah satu lembaga
penegak  hukum dan  keadilan. Namun  sayangnya
keindependensian lembaga itu tidak diikuti oleh

keindependensian kewenangannya dalam memberikan putusan,

*) Imam Abil Husain Muslim dan Ibnu Muslim an-Nisyaburi, al~Jami’ as-Sahih,
Kitab Fadflah, (Beirut : Dar al-Fikri, tt.), Juz 7, Jilid 4, him. 95, dari Anas

3 Abduirahman Abdulkedir Kurdi, Tatanan, him. 159-160
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khususnya yang berlaku dalam tata hukum Islam di Indonesia.
Walau mempunyai kemerdekaan untuk mencari upaya
penyelesaian perselisihan tetapi kebebasan ini tidak dibarengi
kewenangan untuk menjatuhkan putusan karena keputusan
tetap hak prerogratif Pengadilan Agama. Berbeda dengan sistem
hukum postif Indonesia yang memberikan kewenangan mutlak
kepada institusi arbitrase, termasuk dalam menjatubkan
putusarn.3?

+ Semua hukum tentu sangat mendambakan terciptanya
ketertiban hukum sebagai konsekuensi pelaksanaan hukum
tersebut. Hukum Islam diciptakan tidak lain untuk menjamin
dan memberikan rambu-rambu kepada masyarakat agar tidak
terjadi pergesekan kepentingan para pihak dan tercipta
ketertiban umum, yaitu ketertiban dalam masyarakat.

Dengan demikian, pada hakekatnya secara global hukum Islam

dapat menerima dan membenarkan konsep-konsep arbitrase,

meskipun dalam beberapa hal ada sedikit perbedaan yang sifatnya
membatasi dan membedakan dengan konsep yang tertuang dalam

UU No. 30 tahun 1999. Dari pertimbangan ini diharapkan dapat

dikorelasikan kedua konsep hukum tersebut menuju konsep yang

3 Menurut pasal 631 RV, arbitrase berwenang mengadili dan menjatuhkan
putusan kepada para pihak yang bersengketa sehingga arbitrase mempunyai fungsi
mendamaikan sekalipus dibarengi kewenangan untuk memutuskan perselisihan dan
putusannya mengikat para pihak. Lain halnya dengan hakam yang disebut dalam UU No.
7 tahun 1989 pasal 76 ayat (2) vang menjelaskan bahwa fungsi hakam terbatas untuk
menearl upaya penyelesaian perselisihan, tidak dibarengi kewenangan untuk
menjatuhkan putusan. Lihat M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara

Peradilan Agama dalam UU No. 7 tahun 1989, cet ke-3, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1997),
him. 272-278
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sempurna dan lebih baik, konsep yang dapat diterima bukan hanya
oleh kalangan orang islam tetapi juga masyarakat pada umumnya.
3. Korelasi Dua Konsep : Menuju Sebuah Konsep Hukum

Untuk mengetahui korelasi atau perhubungan antara dua
fenomena sistematika hukum itu maka ada dua hal yang harus
terlebih dahulu dilakukan, yaitu pertama, mengetahui dan
mendeskripsikan masing-masing fenomena Kedua,
mengkomparasikan keduanya.

Pendeskripsiap dua fenomena sebagai unsur pembahasan
penelitian ini telah dilakukan dengan mencoba mensketsa asas-
asas dan mainstream dari dua sistematika hukum tersebut, dalam
hal ini asas dan mainrastream tersebut dirasa merupakan
representasi nilai-nilai universal dari keduanya. Tampaknya ada
keselarasan antara konsep yang tertera dalam UU No. 30 tahun
1999 dengan konsep yang telah digariskan dalam hukum Islam.
Dengan demikian, pada hakekatnya kedua konsep sistematika
hukum tersebut mempunyai korelasi yang sangat kuat, yaitu
korelasi sejagjar yang antara keadaan pertama dan kedua dapat
dicari alasan-alasan adanya hubungan dan bukan karena adanya
hubungan sebab akibat.4)

Hukum Islam memandang bahwa konsep-konsep arbitrase

yang terdapat dalam UU No. 30 tahun 1999 sejalan dengan konsep-

10 Suharsimi Arilounto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, cet ke-11,
(Jakarta : Rineka Cipta, 1998), Edisi Revisi [V, him. 34

D Dalam metode penelitian dilenal dua model korelasi, yaitu korelasi sejajar dan
korelasi sebab akibat. Lihat ibid, hlm. 31
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konsep vang telah digariskan dalam hukum Islam, walau dalam
konsep hukum Islam ada sedikit pembatasan dan perbedaan serta
secara eksplisit hanya mengatur secara global tentang penyelesaian
sengketa melalui jalur non-litigasi itu, tidak serinci yang diatur
dalam UU No. 30 tahun 1999. Hal ini mengingat general principle
yang menjadi dasar legislasi hukum Islam, di antaranya :

. peningkétan legislasi secara bertahap, yang tujuannya tidak lain
untuk mempermudah umat Islam agar dapat mengenal aturan
mereka secara sempurna.

s Memperkecil perundangan hukum, yaitu menyimpelkan aturan
agar tidak berbelit-belit.

» Menyediakan fasilitas yang memeringankan. Jika rasul diberi
pilihan maka akan memilih yang lebih mudah sesuai
kemampuannya.

» Legislasi mengikuti kemaslahatan manusia.*2

Oleh karena itu, pada hakekatnya kedua konsep ini
dimungkinkan dapat diterapkan secara bersama-sama dalam suatu
fenomena hukum - yang antara satu konscp dengan konsep yang
lain saling mclengkapi -- dan pencrapan itulah nantinya dapat
memunculkan hukum baru. Bukankah suatu hukum itu dibangun

atas dasar asas-asas hukum dan magasid pembentuknya, seperti

Mg, Sjingithy Djamaluddin, Sejarah Legisiasi Islam : Perkembangan Hukum Islam,
(Surabaya : al-lkhlas, 1994, hlm. 29-37 dan Abdul Wahab Khllaf, Sejarah Pembentukan
dan Perkembangan Hukum Islam, alih bahasa Wajidi Sayadi, {Jakarta : RajaGrafindo
Persada, 2001), hlm. 20-27. Untuk itulah maka tidak salah kalau Nabi pernah bersabda
bahwa untuk urusan duniawi, manusialah lebih mengetahuinya bagairnana aturan yang
lebih baik bagi kehidupannya.
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yang diungkapkan Mukhlis Usman mengutip pendapat asy-Syafii

dalam kitabnya *“Usul al-Figh al-Islami”:

Al Ll e 5 aalSal ¢ Ll e n A (el Al il

| T A s gl 2l
Kalau dipetakan nilai-nilai hukum Islam yang divisualisasikan
dalam teknik-teknik dan cara-cara penyelesaian sengketa di luar

peradilan serta dikaitkan dengan konsep arbitrase daiam UU No. 30

tahun 1999, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Nilai-nilai teknik as-Sulhu dapat dikategorikan ke dalam jenis
konsiliasi karena sama-sama berkaitan dengan perdamaian
antarpihak yang bersengketa dan di dalamnya terlibat pihak
ketiga yang secara aktif berperan sebagai konsiliator.

- Nilai-nilai yang terdapat dalam proses tahkim sama dengan nilai-
nilai yang terdapat dalam mediasi dan arbitrase karena
hakam/muhakkam dapat berkedudukan sebagai wasit atau juru
penengah dalam arbitrase dan mediasi (UU No. 30 tahun
1999)44)

- Sedangkan musyawarah merupakan proses pembicaraan
mengenai suatu perkara vang di dalamnya terdapat unsur-
unsur negosiasi. Untuk itu, musyawarah merupakan media

penyelesaian sengketa melalui jalur negosiasi.

D Muchlis Usman, Kaidah-kaidah, him. 98

) Coulson juga menganggap konsep hakam dalam penyelesaian bidang
perkawinan sebagai suatu lembaga arbitrase. Lihat Neel J. Coulson, Konflik dalam
Yurisprudensi Islamn, alih bahasa Fuad Zein, Yogyakarta : NAVILA, 2001), hlm. 64
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Sekilas memang tampak hukum Islam tersebut tidak berperan
secara. pémz'u dan menyecluruh dalam pembentukan konsep yang
riil, apalagi didukung kurang terperincinya aturan dalam hukum
Islam. Akan tetapi hukum Islam masih memiliki arti besar bagi
kehidupan para pemeluknya. Setidak-tidaknya ada 3 faktor yang
menyebabkan hukum Islam memiliki peran dalam kehidupan
bangsa, yaitu :

e [slam telah tﬁrut serta menciptakan tata nilai yang mengatur
lkehidupan umat Islam, minimal menetapkan apa yang dianggap
baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, larangan, anjuran
dan perkenaan agama.

+ Banyak konsep-konsep hukum dan unsur-unsur yurisprudensial
dari hukum Islam diserap menjadi bangunan dari hukum positif
yang berlaku di Indonesia.

o Adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokrasi di
kalangan umat Islam dari berbagai negeri sehingga penerapan
hukum Islam secara penuh masibh menjadi slogan perjuangan
yang mempunyai appeal cukup besar.45

Oleh schab itu, sudah saatnya nilai-nilai hukum Islam yang
ada itu terus dikembangkan dan dilaksanakan, apalagi mendapat
dukungan moril dari hukum postif Indonesia yang berlaku, dalam
berbagai penanganan permasalahan kemasyarakatan yang

khususnva pada kasus-kasus perdata lslam.

*) Eddi Rudiana Arief (peny.), Hukum Islam di Indonesia : Perkembangan dan
Pembentykannya, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1991}, hlm. 15
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C. Pencrapan Konsep Arbitrase dalam Perundang-undangan Hukum

Keluarga Isiam di Indonesia

Disadari atau tidak bahwa suatu konsep yang telah dibangun
tidak akan dapat dirasakan manfaat dan urgensinya jikalau tidak
dapat dililhat penerapannya. Begitu pula dengan konsep arbitrase
dalam proses penyelesaian perkara perlu kiranya diterapkan dalam
pelbagai aspek kehidupan, misalnya pada hukum keluarga Islam,
sehingga tampak nilai kemanfaatannya. Wp arbitrase
pada hukum keluarga Islam dapat dilihat bagaimana perundang-
undangan Islam mengakomodir konsep tersebut dalam pasal-pasal
peraturannya. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia,
perundang-undangan hukum keluarga Islam dapat dilihat pada
aturan-aturan tentang perkawinan : UU No. 7 tahun 1989, UU No. 1
tahun 1974 dan peraturan pelaksananya; tentang kewarisan
Kompilasi Hukum Islam {KHI); dan tentang perwakafan : PP No. 28
tahun 1977 dan peraturan pelaksananyas’.

Melihat jumlah umat Islam yang mayoritas di Indonesia maka
pengkajian pelaksanaan konsep arbitrase dalam proses penyelesaian
perkara hukum kcluarga lslam dirasa sangat penting, apalagi konsep
tersebut memiliki nilai-nilai kemanfaatan dan urgensitas yang sangat

diperlukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

) Dalam hal ini, pengundang-undangan hukum dimaksudkan scbagai publikasi
resmi sebuah hukum sehingga dapat diketahui oleh setiap anggota masyarakat sebagai
subjek hukum. Pengundangan ini sangat penting agar hukum dapat ditaati sehingga
mempunyai daya paksa dan pengundangan ini hanya dapat dilakukan oleh orang atau
sekelompok orany yang mampu dan mempunyai tugas mengelola masyarakat, artinya
pengundangan itu hanya akan sah apabila dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang
yurisdilsi.
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1. Implementasi pada Hukum Perkawinan

Salah satu peraturan yang menjadi pedoman dalam hukum
perkawinan di Indonesia adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang
perkawinan. Sedangkan KHl merupakan pengembangan dari
hukum perkawinan yang tertuang dalam undang-undang tersebut.
Karena itu, KHI tidak terlepas dari misi yang diemban oleh UU
Perkawinan itu, kendatipun cakupannya hanya terbatas pada
kepentingan umat Islam.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa, ada beberapa
pengelompokan yang dapat dijelaskan untuk menyelesaikan
permasalahan dalam bidang perkawinan yang penyelesaiannya
dilakukan di luar pengadilan.

» Bagi permasalahan yang sifatnya membutuhkan kejelasan dan
penegasan status hukumnya, maka dapat melibatkan pihak-
pihak dari non-pengadilan sebagai mediator yang mengerti dan
mengetahui betul tentang status hukumnya tersebut dengan
bukti-bukti yang cukup valid atau dengan penilaian ahli
Misalnya tentang pengingkaran status perkawinan, talak, rujuk
dan adanva perjanjian dalam perkawinans®, maka dapat
menjadikan Pegawai Pencatat Nikah (PPN} dan atau Pembantu
PPN sebagai penilai akhir atau mediator informasi untuk

memperoleh ketegasan status hukumnya melalui bukti-bukti

M pasal 29 UU No. 1 tahun 1974, wujudnya seperti pasal 45 KHI tentang taklik
talak
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otentik®, Pasal 6 dan 7 KHI telah menegaskan peran PPN
tersebut plus didukung kewajiban yang telah digariskan dalam
Permenag No. 2 tahun 1990 tentang kewajiban PPN dan
Permenag No. 2 tahun 1989 tentang Pembantu PPN¢9. Dalam
hal ini, PPN atau pembantu PPN dapat berasal dari pemuka
agama Islam seperti penghulu, khotib, modin yang memenuhi
syarat untuk jabatan itu5s0.

Adapun pelembagaan bagi PPN atau pembantu PPN adalah
wewenang Kantor Urusan Agama (KUA} Kecamatan yang
merupakan instansi Departemen Agama Kabupaten di bidang
urusan agama Islam. Oleh karena itu, secara kelembagaan,
mediasi dalam penyelesaian perkara dalam bidang perkawinan
dapat dilakukan oleh KUAS1,

¢ Undang-undang  juga memberikan  kesempatan — bagi
terbentuknya lembaga arbitrase di antara para pihak sebagai

upaya menyelesaikan perselisihan syigag, yaitu perselisihan

%) tampaknva peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk KHI,

memegang prinsip legal-formal, artinya segala sesuatu hanya dapat diakui kedudukan
dan eksistensi hukumnya apabila ada bukti-bukti yang sah atau legal.

" Dalam Permenag No. 2 tahun 1990, kewajiban PPN adalah mengawasi dan atau
mencatat nikah dan rujuk serta mendaftar cerai talak dan cerai gugat (pasal 2). Dalam
pasal 7 juga menerangkan tugas PPN untuk menerima pemberitahuan kehendak nikah,
memeriksa calon mempelai dan wali nikah tentang ada tidaknya halangan pemikahan
sehingga PPN dilarang melangsungkan pernikahan apabila diketahui adanya pelanggaran
dari ketentuan pernikahan, meskipun tidak ada pencegahan dari pihak lain.

M Lihat pasal 2 Permcnag No. 2 tahun 1989 tentang Pembantu PPN

*Y dalam hal ini, KUA mempunyai fungsi : (a) menyelenggarakan statistik dan
dokumentasi, (b} menyelenggarakan dan mengurusi surat-menyurat, Kearsipan,
pengetikan dan urusan rumah tangga, (c) pencatatan NTCR, mengurus dan membina
masjid, zakat, wakaf, baitu mal dan ibadah sosial, kependudukan dan membina
kesejahteraan keluarga. Lihat pasal 29-30 Permenag No. 2 tahun 1989,
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yang tajam dan terus-menerus antara suami dan istri. Pasal 76
ayat {2) UU No. 7 tahun 1989 menyatakan bahwa pengadilan
setelah mendengar  keterangan  saksi tentang  sifat
persengketaan, maka “dapat” mengangkat seorang atau lebih

dari keluarga masing-masing untuk menjadi hakam. Al-Quran

menjelaskannya :

13533 ) Lelal (o Leia 5 4l (g Len | Jinfilagiyy (35 88 () 5
e Lagle (S (Lo ) (36 9 Ll

Penunjukan arbiter dari kedua belah pihak ini diharapkan
dapat memberikan nasehat, mengadakan perdamaian dan
perbaikan untuk menyelesaikan persengketaan para pihak.
Apabila karena satu hal arbiter yang ditunjuk tidak dapat
melaksanakan tugasnya, maka ditunjuklah arbiter lainnya atau
lembaga arbitrase tertentu sebagai upaya penyelesaian perkara
non-jalur litigasi.

Dalam konteks Indonesia, dikenal sebuah lembaga Badan
Penasehat Perkawinan dan Perselisthan Perceraian (BP4} yang
tugas dan fungsinya menjalankan tugas hakam (arbiter) untuk
mendamaikan suami istri yang sedang bersengketa, atau dalam
hal-hal tertentu memberi nasehat kepada calon mempelai yang
merencanakan perkawinans3. Hanya saja ada sedikit perbedaan

mengenai fungsi dan kewenangan lembaga arbitrase ini dengan

52} An-Nisa (4) : 35

% Ahma¢ Rofiq, Hukum Islam di Indonesi, cet ke-3, (Jakarta : RajaGrafindo
Persada, 1998), him. 273. Adapun pengangkatan hakam ini bersifat fakultatif, artinya
tidak wajib. Hal ini dipahami dari kata-kata “dapat” pada pasal 76 tersebut.
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sistem yang dianut hukum perdata Indonesias4.
Implementasi pada Hukum Kewarisan

Permasalahan yang paling mencolok muncul pada bidang ini
adalah penentuan bagian harta peninggalan yang dirasa kurang
adil apabila berpedoman pada aturan yang ada. Untuk itu,
tampaknya KHI telah memberikan alternatif-alternatif penyelesaian
permasalahan hukum tersebut sebagai wujud pemenuhan rasa
keadilan dalam masyarakat dengan mengakomodir nilai-nilai adat
yang nantinya dapat dijadikan pedoman penyelesaian sengketa
kewarisan di luar pengadilan.

Salah satu wujud dari hal tersebut adalah diterapkannya
sistem kolektif (mayorat)] pada penguasaan harta peninggalan,
seperti yang tertuang dalam pasal 188 dan 189 KHI. Para ahli
waris dapat bernegosiasi dan bermusyawarah dalam pembagian
harta warisan. Dari sini jelas bahwa semangat penyelesaian
sengketa di luar peradilan telah diakomodir di dalam KHI.

Selajn’ itu, dalam pasal 183 KHI juga memberikan peluang
kepada ahli waris untuk melakukan konsiliasi mengenai bagian
masing-masing dan -- tidak menutup kemungkinan -- pihak-pihak
yvang mendapatkan warisan, namun dengan catatan masing-
masing pihak menyadari bagiannya sendiri. Hal ini dilakukan
dengan menunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian
harta warisan dengan tugas seperti yang tercantum dalam pasal

187 ayat (1) KHI. Dengan kesadaran demikian akan mempermudah

l Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini baca halaman 73 foot note ke-38
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penyelesaian sengketa mengenai penetapan ahli waris dan
bagiannya masing-masing.

Adapﬁn sengketa mengenai status hukum suatu perkara
kewarisan, status wasiat misalnya, hanya dapat diselesaikan
dengan mendatangkan mediator autoritif5®¥ berupa notaris. Dalam
pasal 195 KHI menyatakan bahwa notarislah yang mengetahui
wasiat yang dilakukan oleh pewasiat secara lisan - jika dilakukan
di hadapan notaris — dan notarislah yang memiliki dokumen
otentik wasiat sehingga apabila ada persengketaan mengenai
cksistensi wasiat maka notaris dapat dijadikan mediator untuk
menyelesaikan sengketa di antara ahli waris. Dalam hal ini,
mediator ditunjuk untuk dapat menyelesaikan konflik dengan
mendorong suasana kondusif, mencegah polarisasi di antara para

pihak; atau dengan kata lain mediator dapat berperan sebagai

katalisator.

LI

Implementasi pada Hukum Perwakafan

Permasalahan perwakafan merupakan salah satu bidang
hukum yang banysk menimbutkan problern dalam masyarakat.
Vari masalah pelaksanaan hak dan kewajiban nazir,

penyimpangan tujuan wakaf, perubahan status wakaf, pengelolaan

dan pemanfaatan hasil wakal sampai pada pemalsuan dan

) Dalam mediasi dikenal 3 tipe mediator, yaitu mediator hubungan sosial
{mediator yang terdiri dari orang-orang yang memiliki wibawa di mata masyarakat
setempat), mediator autoritif {mediator yang bekerja di instansi pemerintah atau pejabat
pemerintah), dan mediator mandiri (mediator yang berasal dari kalangan profesional}. Lihat
Joni Emirzon, Alternatif, hlm. 76-78
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keabsahan data wakaf merupakan beberapa contoh problem dalam
perwakafan.

Pada hakekatnya, penyelesaian sengketa mengenai perwakafan
hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama sesuai kompetensi
absolutnya [pasal 226 KHI}. Namun, dalam praktek, selama ini PA
hanya berbicara mengenai pendakuan sah atau tidaknya
persyaratan wakaf, sedang konflik mengenai wakaf atau hal-hal
vang dapat mengancam eksistensi benda wakaf tersebut
diserahkan kepada Pengadilan Negeri. Oleh karena itu,
optimalisasi penyelesaian di luar pengadilan dalam bidang
perwakafan Islam sudah saatnya digalakkan sehingga
permasalahan yang berkaitan dengan subjek hukum orang islam
dalam bidang ini dapat diselesaikan olch orang Islam sendiri.

Penyelesaian melalui arbitrase dapat dilakukan oleh Pegawai
Pencatat Akta lkrar Wakaf (PPAIW) sebagai mediator sekaligus
sebagai penilai ahli untuk kasus-kasus yang sifatnya
membutuhkan penegasan status hukum suatu benda wakafss),
termasuk yang memerankan fungsi ini adalah nazir5” dan notaris.

PPAIW-lah yang mempunyai bukti-bukti otentik tentang benda

*%) Dalam hal yang dimaksud PPAIW adalah Kepala KUA . Mengenai tugas PPAIW
dapat dilihat pada Permenag No. 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana PP No. 28
tahun 1977, Bab I{I, pase! 5 dan 7

N Lihat pasal 5 PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Pada
pasal ini dijelaskan Lahwa para pihak yang akan mewakafkan tanahnya harus
mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazir. Dengan demikian nazir

dapat menjadi saksi kunci (penilal ahli) untuk permasalahan tentang status hukum benda
perwakafan tersebut.
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wakaf yang dapat digunakan sebagai dasar sumber penyelesaiaan
sengketa perwakafan.

Sedangkan sengketa mengenai pemanfaatan dan pengelolaan
hasil wakaf oleh nazir, pelaksanaan hak dan kewajiban nazir serta
perubahan status wakaf dapat diselesaikan dengan mengaktifkan
fungsi lembags pengawas perwakafan, dalam hal ini dilakukan oleh
Kepala KUA, MUI Kecamatan dan PA yang mewilayahinya (pasal
227 KI—II)581F. Turut mendukung dalam usaha penyelesaian sengketa
di luar pengadilan dalam bidang perwakafan adalah Badan
Kesejahteraan Masjid (BKM] yang salah satu tugasnya adalah
melakukan register dan pembuatan sertifikat perwakafan., Dengan
sistem register itulah maka BKM dapat dijadikan sebagai mediator

dalam proses penyelesaian sengketa perwakafan.

D. Sebuah Catatan Akhir UU No. 30 tahun 1999

Melihat ajaran Islam yang cukup kaya akan nilai-nilai arbitrase,
maka akan timbul suatu pertanyaan, “Perlukah kita menerapkan UU
No. 30 tahun 1999 dalam penyelesaian perkara hukum keluarga Islam
atau sudah cukupkah konsep hukum Islam kita terapkan tanpa
intevensi hukum positif lainnya ?”.

Jika mengamati historisitas pemunculan UU No. 30 tahun 1999

ada kesan bahwa aturan ini muncul karena ada desakan segolongan

¥ Datam ilmu manajemen, pengawasan dilakukan untuk menjamin terealisasinya
perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hal itu dapat dilakukan melalui
tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, termasuk di
dalamnya menjembatani untuk menyelesaikan perkara yang sedang terjadi. Lihat T. Hani
Handoko, Manajemen, cet ke-9, (Yogyakarta : BPFE, 1995), Edisi 2, hlm. 365
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kecil masyarakat untuk menjamin kepentingan mereka dan di sisi lain
adanya usaha menjaga prestise bangsa di mata dunia internasional
yang pada saat itu, khususnya dalam bidang perdagangan, lagi
gencar-gencarnya menjalin hubungan internasional dan Indonesia
mencoba memberikan kenyamanan kepada mereka dengan
mengeluarkan undang-undang ini. Walau peraturan ini diorientasikan
untuk bidang perdata umum tetapi peraturan ini tampaknya lebih
dijadikan senjata pamungkas bagi para pelaku bisnis melindungi
kepentingannya darir segala rintangan perniagaan, konstruksi dan
hambatan lainnya sehingga tidak salah kalau muncul sebuah image
- bahwa aturan ini adalah UU Arbitrasc Perniagaan. Bukankah dalam
undang-undang lainnya, seperti UU No. 5 tahun 1999 dan UU No. 30-
31 tahun 2000, telah mengakomodir permasalahan perniagaan dan
industri tersebut. Oleh karena itu, buat apa undang-undang ini ada
kalau sudah ada UU lainnya yang mengatur secara lebih spesifik
sehingga ditakutkan adanya overlaping undang-undang dan ini dapat
mengakibatkan tidak sah berlakunya undang-undang tersebuts9.
Terlepas dari pergolakan kepentingan seputar munculnya UU
No. 30 tahun 1999, hakekainya masyarakat Indonesia telah memiliki
kultur atau adat istiadat seperti yang tertuang dalam undang-undang
tersebut sehingga walaupun tanpa UU itu usaha arbitrase dalam

masyarakat akan tetap berjalan. Dalam hukum Islampun, sebagai

*) Dalam hal ini nantinya berlaku asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis, artinya
bahwa undang-undang yang khusus akan mengenyampingkan undang-undang yang
bersifat umum. Namun asas ini juga dipatahkan oleh asas Lex Posteriore Derogat Lex

Priori, artinya bahwa undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-
undang yang berlaku terdahutu.
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hukum yang digunakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang
musklm, telah mengakomodir hal tersebut dalam ajaran dan
perundang-undangannya, seperti dalam per-UU-an hukum keluarga
Islam. Oleh karenanya, arbitrase telah menjadi ‘urf yang ma’ruf dan

- masyhur di kalangan masyarakat Indonesia. Hasbi dalam kaidahnya

pernah menyatakan :
Ple il g pidSU je Gyl

Dengan demikian dirasa sudah cukup mengamalkan ‘urf yang ada
tanpa harus dilegalkan dalam sebuah undang-undang, apalagi
peraturan buatan pemerintah ini penuh dengan resiko kepentingan
pihak tertentu. Namun hal ini tidak berarti menafikkan UU tersebut
dan membuangnya jauh-jauh dalam kehidupan masyarakat. Satu
solusi yang cukup bijak adalah dengan menjadikan aturan dalam
undang-undang tersebut sebagai pelengkap dari ‘urf yang ada karena
kebanyakan wurf yang berlaku hanya mengatur secara global suatu
fenomena dan untuk memperjelas serta mcmerinci operasionalnya
dapat mengambil aturan dari undang-undang tersebut yang dirasa
cukup terperinci schingga aturan yang ada tampak lebih sempurna
dan lebih manusiawi datam pelaksanaénnya karena bersendikan adat.

Selain hal itu semua, ada beberapa pengkritisan yvang khusus
berkaitan dengan materi UU No. 30 tahun 1999 an-sich. Salah satu
hal yang perlu dipertanyakan adalah berkaitan dengan sangs. Dalam

UU tersebut hanya diatur sangsi bagi arbiter yang tidak melaksanakan

9 T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, Falsafah, hlm. 475
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kewajiban dengan baik, sedang bagi para pihak tidak diatur secara
jelas bagaimana sangsinya apabila ternyata ada salah satu pihak
melanggar kesepakatan arbitrase. Di sisi lain juga tidak ada kejelasan
dalam peraturan lainnya, seperti peraturan pemerintah sebagai
peraturan pelaksana karena UU ini tidak ada dan tidak didukung oleh
peraturan pelaksana lainnya. Ini mempunyai konsekuensi yang cukup
sertus, yaitu jaminan bagi efektivitas pelaksanaan hukum ini menjadi
terkurangi. Untuk itu, perlu dipikirkan kembali solusi atas

permasalahan ini.



BAB V

PENUTUP

A, Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tentang pandangan hukum Islam

terhadap Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 dalam proses

penyelesaian perkara, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan

sebagai jawaban pokok masalah penelitian, yaitu :

1.

Ada beberapa asas hukum yang dapat dirumuskan sebagai hasil
pembacaan ierhadap UU No. 30 tahun 1999 dari berbagai
aspeknya, haik aspek deskripsi globalnya, landasan perundang-
undangannya maupun urgensitasnya dalam kehidupan. Di antara
asas-asas hukum tersebut adalah asas pactum de compromittendo,
asas aequo et bono, asas the proper law of contract, asas lex arbitri,
asas the most closely connected, asas independensi institusional
dan asas ketertiban umum. Asas-asas hukum ini tidak menutup
kemungkinan untuk terbentuknya asas-asas hukum lainnya yang
lebih bersifat spesifik dan teknis.

Hukum I[slam dapat membenarkan konsep arbitrase yang tertuang
dalam asas-asas hukum UU No. 30 tahun 1999. Hal ini
disebabkan karena asas-asas hukum tersebut dipandang selaras
dengan ajaran-ajaran vang terkandung dalam hukum Islam,
khususnya konsep atau ajaran yang Dberkaitan dengan
penyelesaian  sehgketa melelui jalur non-litigasi (g_ii 1‘1"1;@1;_

pengadilan), walat ada beherapa pembatasan dan perbedaay, yang
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tidak terlalu substansial. Dari penilaian inilah maka pada
hakekatnya kedua konsep itu memiliki korelasi yang sangat kuat,
yaitu korelasi sejajar yang saling menguatkan dan melengkapi,
untuk selanjutnya dapat diterapkan secara bersama-sama dalam
pelbagai fenomena hukum menuju penyelesaian perkara yang
lebih berkeadilan berdasarkan sistem-sistem hukum yang berlaku.
Hal ini dilakukan tidak lain agar konsep yang telah ada
mempunyai dan dapat dirasakan manfaatnya dalam aspek-aspek

kehidupan, tidak terkecuali di dalam hukum keluarga Islam.

B. Saran Saran

Konsep arbitrase yang tertuang dalam UU No. 30 tahun 1999

merupakan konsep yang sangat baik dan sangat tepat sebagai

terobosan baru dalam fenomena-fenomena hukum dan proses

penyelesaian perkara, khususnva hukum keluarga Islam. Dari hal ini,

ada beberapa catatan sekaligus saran yang dapat diberikan

- penyusun setelah melakukan pengkajian terhadap permasalahan

penelitian, di antaranya :

1.

Hendaknya kedua konsep tersebut, yaitu konsep UU No. 30 tahun
1999 dan konsep hukum Islam, dapat dipadukan sedemikian rupa
menjadi sebuah konsep yang lebih baik dan lebih sempumna
sehingga dapat diterapkan pada semua jenis perkara perdata dan
dapat dirasakan urgensitasnya oleh semua lapisan masyarakat,

termasuk umat Islam dalam masalah hukum keluarga Islam.
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2. Konsep-konsep arbitrase — esensinya - telah tervisualisasi secara
tidak langsung dalam perundang-undangan hukum keluarga
Islam, seperti konsep BP4 dan hakam {dalam kasus syigaqg) dalam
bidang perkawinan, konsep perdamaian dan penyelesaian secara
kekeluargaan dalam bidang kewarisan dan konsep pengawasan
dalam bidang perwakafan. Namun sayangnya konsep-konsep yang
indah tersebut kebanyakan tidak disadari oleh umat Islam
sehingga dianggap hanya sebagai sebuah konsep biasa. Untuk itu,
dengan adanya UU No. 30 tahun 1999 ini diharapkan dapat
memberikan kesadaran kembali (revitalisasi) akan pentingnya
konsep tersebut dalam memecahkan masalah keluarga Islam.

3. Sebagai konsekuensi poin dua di atas maka sosialisasi konsep
arbitrase_dalam undang-undang tersebut adalah hal mutlak yang
harus dilakukan agar jangan sampai hanya dapat dinikmati
manfaatnya oleh segolongan kecil masyarakat dalam kasus
tertentu, atau dengan kata lain bahwa jangan sampai UU No. 30
tahun 1999 bersifat ekslusif. Bukankah hukum Islam juga
mempunyai konsep yang selaras dengan konsep arbitrase, bahkan
secara tidak sadar telah tertuang dalam perundang-undangan
hukum keluarga Islam sehingga rasanya tidak salah kalau
menerapkan konsep undang-undang tersebut dalam masalah
hukum keluarga Islam.

4. Oleh karena ada sebagian masyarakat yang mmasih
mempertanyakan efektivitas pelaksanaan undang-undang 1111

dikarenakan tidak adanya, misalnya, aturan-aturan yang jelas
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tentang sangsi bagi para pihak dan tidak adanya peraturan
pelaksana lainnya sebagai follow-up dan perangkat perundang-
undangan, maka perlu kiranya dipertegas kembali materi undang-
undang tersebut atau setidak-tidaknya ada peraturan pelaksana
lainnya sehingga efektivitas pelaksanaan UU No. 30 tahun 1999

dapat lebih terjamin.
Demikianlah rangkaian pengeksplorasian dalam penelitian
ini dengan satu harapan semoga hasil kajian ini dapat bermanfaat bagi
semua orang, bukan hanya dalam dataran wacana tetapi juga dapat

dijadikan pedoman dalam dataran praktis.
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TERJEMAHAN TEKS ARAB

NO

HAL

FOOT NOTE

TERIEMAHAN

01

15

23

Dan bagi tiap-tiap manusia ada kiblatnya
(sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka
berlomba-lombalah kamu (dalam  berbuat]
kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Aliah
akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari

kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas
segala sesuatu.

02

16

27

Jikalau sesuatu itu berkaitan dengan urusan
dunia maka kalianlah yang lebih mengetahui dan
jikalau sesuatu itu berkaitan dengan urusan
agama maka kepadakulah {rujukannya)

03

54

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul
Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata
dan teleh Kami turunkan bersama mereka al-
Kitab dan neraca (keadilan} supaya manusia
dapat melaksanakan keadilan ....

04

54

Pahamilah apabila diajukan kepadamu ({suatu
perkara) dan putuskanlah apabila telah jelas
(kedudukannya) karena sebenarnya tidak adalah
artinya bicara socal keadilan tanpa ada
pelaksanaannya.

05

55

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu
sebagai khalifah (penguasa}) di bumi, maka
berilah keputusan (perkara) diantara manusia
dengan adil.

06

55

Maka demi Tuhanmu, mereka {pada hakekatnya)
tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu
hakim  terhadap perkara yang  mereka
perselisihkan.

07

55

Tidak boleh dengki kecuali pada dua orang : pada
seorang laki-laki yang dianugerahi Allah harta
Jalu dia curahkan sampai habis untuk membela
kebenaran dan pada seorang laki-laki yang
dianugerahi kebijaksanaan lalu ia memutus
perkara dan beramal dengan bijaksana.

08

55

Barangsiapa mencari keadilan bagi kaum
muslimin sehingga ia mendapatkannya kemudian
keadilan mengalahkan kecurangannya maka
baginya  surga; dan  barangsiapa yang
kecurangannya mengalahkan keadilannya maka
baginva neraka.

09

58

12

Kembalikanlah penyelesaian perkara di antara
sanak keluarga sehingga mereka dapat
mengadakan perdamaijan karena sesungguhnya
penyelesaian pengadilan itu menimbulkan rasa
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tidak enak.

10

59

15

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang
mukmin berperang maka damaikanlah antara
keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat
aniaya terhadap golongan yang lain maka
perangilah golongan yang berbuat aniaya itu
sehingga golongan itu kembali kepada perintah
Allah. Jika golongan itu telah kembali {kepada
perintah Allah) maka damaikanlah antara
keduanya dengan adil. Dan berlaku adillah
karena sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang berbuat adil.

11

59

16

Perjanjian antar orang-orang muslim itu boleh,
kecuali perjanjian yang menghalalkan yang
haram atau mengharamkan yang halal. Dan
orang-orang muslim itu (terikat}] dengan
perjanjian yang dibuatnya kecuali perjanjian
yang mengharamkan yang halail dan
menghalalkan yang haram

12

60

18

Saya tidak menyetujui hakim bertindak memaksa
salah satu pihak yang berperkara atau
mengenyampingkan permusuhan salah satu
pihak karena semata-mata ingin mencapai
erdamaian.

13

60

19

Tidak boleh Qadi mengembalikan (penyelesaian
sengketa) kepada pihak keluarga lebih dari dua
kali hanya jika ia menghendaki perdamaian di
antara mereka.

14

61

22

Bahwasanya rasulullah tidak mengadili suatu
perkara atau mensunnahkan agar menyerahkan
perkara di antara dua orang yang berselisih
kepada kekuasaan hakam

15

62

23

Tiada wewenang bagi imam (pemimpin) untuk
mengambil sesuatu dari seseorang kecuali
dengan dasar-dasar hukum yang beriaku.

16

63

26

Maka disebabkan rahmat dari Allahlah engkau
bersikap lemah lembut terhadap mereka.
Seandainya engkau bersikap kasar dan berhati
keras niscaya mereka akan menjauhkan diri dari
sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka,
mohonkanlah ampun bagi mereka dan
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan
{tertentu). Kemudian apabila engkau telah
membulatkan tekad, bertawakkallah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-
ocrang vang bertakwa kepada-Nya.

17

67

28

Dan (bagi) orang-orang yang menerima
fmematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan-
sholat, sedang urusan mereka [diputuskan)
dengan musyawarah antara mereka; dan mereka
menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami

XX




berikan kepada mereka.

18

68

31

Rela (ridlo) terhadap sesuatu berarti rela {ridloj
pula terhadap akibat yang dihasilkannya.

19

69

33

Perubahan hukum itu berdasarkan pada
perubahan jaman, tempat dan keadaan.

20

70

35

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang
mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari
orang-orang vang bodoh

21

71

37

Nabi melalui segolongan orang yang
mengawinkan kurma, maka berkatalah nabi :
“Andaikata merecka tidak Dberbuat demikian,
tentulah lebih baik”. Karenanyapun mereka tidak
berbuat lagi dan hasilnya adalah kerugian.
Kemudian  nabi menemui mereka dan
menanyakan apa yang telah terjadi pada korma-
korma merecka. Mereka menjawab : “Tuan
menyatakan begini dan begini”. Nabi berkata :
“Kamu lebih mengetahui tentang urusan-urusan
duniamu”.

22

75

43

Hukum-hukum itu berkaitan dengan asas
hukum yang dibangun oleh syari’ serta tujuan-
tujuan yang dimaksud dalam pensyariatannya.

80

52

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan
antara keduanya maka utuslah seorang hakam
dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari
keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam
itu bermaksud mengadakan perbaikan maka
niscaya Allah akan memberi taufik kepada
suami-istri  itu. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana

24

88

60

Sesuatu yang ma’ruf pada urf adalah juga
merupakan sesuatu yang disyariatkan pada
syara’




BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Imam Ahmad bin Hanbal, terlahir di kota Salam, Baghdad pada tahun
164 H (780 M) dengan nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hanbal.
Beliau telah hafal Al-Quran pada usia relatif masih muda kemudian
belajar hadits, bahasa dan masalabh-masalah administrasi pada beberapa
guru. Diantara ulama yang menjadi gurunya adalah Abu Yusuf, secrang
fagih ahli ra'yu;Hisyam bin Basyir al-Wasiti, seorang ahli hadits di
Baghdad; dan Imam Syafii dalam bidang teknik pengambilan hukum.
Imam Ahmad mempunyai sikap yang cukup fundamentalis terutama
dalam bidang figih. Hal ini dilakukannya tidak lain untuk merombak
pemahaman agama pada zamannya yang terkotak-kotak dalam berbagai
aliran dan sekte. Beliau wafat pada tahun 241 H (855 M) di Baghdad.

As-Sayyid Sabigq Muhammad at-Tihami, lahir di Istanha Mesir pada
tahun 1915. Beliau menerima pendidikan pertama di Kuttab, yaitu tempat
belajar untuk menulis, membaca dan menghafal al-Quran, yang
kemudian masuk pada Perguruan Al-Azhar. Pendidikan terakhir
diperolehnya di Fakultas Syarian (4 tahun) dan takhasus {2 tahun)
dengan gelar asy-Syahadah al-Alimiyyah yang nilainya setingkat dengan
doktor pada perguruan yang sama. Beliau adalah ulama kontemporer
Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan figh
Islam, terutama melalii karya monumentalnya “Figh Sunnah”. Karya-
karyanya banyak beredar di Indonesia, diantaranya : al-Aga’id al-
Islamiyah, Da’wah al-Islami, Islamuna, Anasir al-Quwwah Fi al-Islam,
Bagah az-zahr dan as-Salah Wa at-Taharah Wa al-Wudu.

Prof. Dr. Tengku Mubhammad Hashie ash-8hiddieqy, adalah seorang
otodidak yang terlahir di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10
Maret 1904. pendidikan yang pernah ditempuhnya hanyalah dayah
{(pesantren). Meski begitu, karena ketekunannya membaca, beliau telah
menulis lebih dari 100 judul buku dan beratus-ratus artikel sehingga
memperoleh gclar doktor honoris causa. Beliau banyak mengisi waktu
hidupnya untuk mengajar di berbagai madrasah dan perguruan tinggi di
seluruh Indonesia. Selain itu, beliau juga pernah menjabat berbagai
jabatan rangkap di lingkungan perguruan tinggi dan salah satunya
adalah Dekan Fak. Syari'ah sekaligus Purek III JAIN Yogya (1963 - 1966).
Beliau juga aktif di organisasi keagamaan al-Irsyad sampai wafat pada
tanggal 19 Desember 1975.

Dr. Muhammad Quraish Shihab, M.A., Iahir di Rappang Sulawesi
Selatan pada tanggal 16 Febroari 1944. beliau memilih gelar doktor
dalam ikau-ilmu Al-Quran (dengan yudisium summa cum laude disertasi
penghargaan Tingkat Pertama} pada talran 1982 di Universitas al-Azhar.
Dengan prestasinya itu, dia tercatat sebagai orang pertama di' Asia
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Tenggara yang meraih gelar doktor tersebut. Ada banyak karyanya yang
telah diterbitkan; dua di antaranya mencatat sukses, yaitu
*Membumikan Al-Qur’an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan
Masyarakat” dan “Lentera Hati : Kisah dan Hikmah Kehidupan”.

Joni Emirzon, S8.H., M.Hum., adalah seorang jurnalis di berbagai
majalah ilmiah dan peneliti serta aktif meniadi tutor dalam berbagai
pelatihan Hukum dan Bisnis bagi pengusaha di Sumatera. Pria kelahiran
Pagar Alam Lahat, 17 Juni 1966 meraih gelar sarjana hukumnya di
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang kemudian melanjutkan S2-
nya pada Program Pascasarjana KPK USU-UGM di Medan pada tahun
1995. Di samping saat ini sebagai pengajar di FH UNISRIL, ia juga
menjabat Ketua Kelompok Kajian Hukum dan Bisnis di Universitas yang
sama. Di antara buku-buku yang telah ditulisnya adalah “Hukum

Perbankan Indonesia” dan “Dasar-dasar dan Teknik Penyusunan
Kontrak”.

Muhammad Yahya Harahap, S.H., terlahir di Parau Sorat, Sipirok
Tapanuli Selatan pada tanggal 18 Desember 1934. Lulus dari Fakulias
Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 1960. Beliau banyak
berkecimpung dan mempunyai jabatan di dunia peradilan, diantaranya
sebagai Ketua PN Tebing Tinggi Deli (1963), Wakil Ketua PN Medan
(1968), Hakim Tinggi PT Medan (1970), Wakil Ketua PT Banda Aceh
(1980), Ketua PT Jayapura lrian Jaya (1981} dan Hakim Agung MA RI
mylai tabun 1982, Buku-bukunya banyak yang telah terbit, antara lain

‘dalam bidang hukum adat, hukum Islam, hukum perdata dan hukum
acara pidana.
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